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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ix 
 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د dal D De 
ذ żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
x 
 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah ...’… Apostrop 
ي ya Y Ye 
 
 
 
 
xi 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah A a 
  َ  ‎ Kasrah I i 
  َ  ‎ Dammah U u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
 
 
xii 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif Ā a dan garis di atas 
xiii 
 
atau ya 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. TaMarbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
xv 
 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
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2. نوذخأت Taꞌ khużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌ u 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإدّممحام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌ ālamīna 
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9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
 DIKA DWI PUTRI DAVIYANNA, NIM 152131008. “PERDAGANGAN 
ANAK MELALUI ADOPSI(STUDI KOMPARASI UNDANG-UNDANG NO 21 
TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 
PERDAGANGAN ORANG DAN HUKUM PIDANA ISLAM).”  
 Latar belakang penulis ialah karena banyaknya orang menyalahgunakan nama 
pengangkatan anak atau adopsi untuk melakukan perdagangan anak dalam kepentingan 
dalam menghasilkan uang. Perdagangan anak melalui adopsi banyak terjadi dan 
bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu tindakan perdagangan 
anak melalui adopsi dilarang dalam hukum positif dalam Undang-undang No.21 tahun 
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hukum Pidana 
Islam yang bisa memberi sanksi atas perlaku yang berbuat perdagangan anak melalui 
adopsi. 
 Metode penelitian adalah penelitian kepustakaan. Sumber data sekunder yaitu 
Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang,  Undang-Undang No.12 Tahun 2017 tentang Konvensi Asean Menentang 
Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak dan Sumber Data Sekundernya yaitu 
beberapa karya tulis diantaranya: Fiqh jinayah, penelitian-penelitian melalui skripsi dan 
jurnal seperti Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak dan 
berita online. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
komparatif, yaitu dengan mendalamnya terhadap data yang diperoleh dengan 
membandingkannya. 
 Hasil penelitian ini bahwa pengangkatan anak akan dikatakan resmi apabila 
bertujuan untuk melindungi, memberi bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk 
kepentingan anak. Hal ini sesuai dengan pasal 1 dan pasal 5 Undang-undang No 21 tahun 
2007 dan Hukum Pidana Islam, dalam Undang-undang No 21 tahun 2007 tindak pidana 
sebagai maksud dalam pasal 1 dan pasal 5. Di Undang-undang No 12 Tahun 2017 juga 
menetang perdagangan orang terutama anak dan perempuan. Masih banyak yang 
melakukan perdagangan anak melalui adopsi dikarenakan kurang tegasnya penegak 
hukum. Perdagangan orang dan anak yang dilakukan melalui adopsi ada sesuai di  
Undang-undang No 12 Tahun 2017. Dalam hukum  pidana islam perdagangan anak 
melalui adopsi sanksi berupa hukuman ta’zir, karena belum ada ketentuan yang jelas 
dalam al-Qur’an dan Hadist maka keputusan diserahkan kepada hakim. Macam hukuman 
ta’zir berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, jilid (dera), pengasingan 
dan ancaman.  
 Kata Kunci : Anak, Adopsi atau Pengangkatan Anak dan Traffiking 
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ABSTRACT 
 
DIKA DWI PUTRI DAVIYANNA, NIM 152131008. “PERDAGANGAN 
ANAK MELALUI ADOPSI(STUDI KOMPARASI UNDANG-UNDANG NO 21 
TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA 
PERDAGANGAN ORANG DAN HUKUM PIDANA ISLAM).”   
The author's background is because many people misuse the name of adoption 
or adoption to carry out trafficking of children in the interest of making money. 
Trafficking of children through adoption is common and is contrary to human 
dignity. Therefore the act of trafficking of children through adoption is prohibited in 
positive law in Law No.21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Act of 
Trafficking in Persons and Islamic Criminal Law which can impose sanctions on the 
acts of trafficking of children through adoption. 
The research method is library research. The secondary data source is Law 
No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Act of Trafficking in 
Persons, Law No.12 of 2017 concerning the Asean Convention Against Trafficking 
in Persons Especially Women and Children and Secondary Data Sources, namely 
several works including: Fiqh jinayah, research through thesis and journals such as 
Sanctions Crimes Against Child Trafficking and online news. Analysis of the data 
used in this study is comparative qualitative, that is, in depth with the data obtained 
by comparing it. 
The results of this study that adoption of children will be said to be official if 
it aims to protect, provide assistance and others that are in the interests of the child. 
This is in accordance with article 1 and article 5 of Law No. 21 of 2007 and the 
Islamic Criminal Law, in Law No. 21 of 2007 criminal acts as intended in article 1 
and article 5. In Law No. 12 of 2017 also contradicts trafficking in persons, especially 
children and women. There are still many who carry out trafficking of children 
through adoption due to lack of strict law enforcement. Trafficking of people and 
children carried out through adoption is in accordance with Law No. 12 of 2017. In 
Islamic criminal law trafficking of children through the adoption of sanctions in the 
form of ta'zir punishment, because there are no clear provisions in the Koran and 
Hadiths, the decision submitted to the judge. Kind of ta'zir punishment in the form of 
death sentence, imprisonment, ostracism, overtaking, vols (dera), exile and threats. 
Keywords: Child, Adoption or Appointment of Children and Trafficking 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, 
maupun masyarakat sekitarnya. Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk 
menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, 
berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Anak merupakan 
anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang seharusnya kita jaga dan 
lindungi. Kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan 
dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita maupun anak-anak. Anak sangat 
rentan atau rawan menjadi korban tindak pidana yang mana anak merupakan manusia 
yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada di 
sekitarnya. Anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan suatu bangsa. Perlindungan 
terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak 
dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Melindungi anak adalah melindungi manusia 
seutuhnya. Perlindungan anak merupakan potensi melindungi generasi penerus bangsa.
1
  
Adopsi secara legal, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan 
keputusan Pengadilan Negeri. Hal ini berimplikasi secara hukum, sedangkan adopsi 
ilegal adalah adopsi yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua 
yang mengangkat dengan orang tua kandung anak. Dikarenakan adopsi ilegal hanya 
diketahui oleh pihak orang tua kandung dan orang tua asuh maka sangat rentan sekali 
                                                          
1
 Valeria Rezha Pahlevi, “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana,” 
Jurnal Serviens In LumineVeritatis, (Universitas Atma Wijaya Yogyakarta), 2016, hlm. 1-2. 
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disalahgunakan. Banyak kasus yang dimana anak yang diperoleh dari adopsi ilegal justru 
menjadi korban tindak pidana. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengawasan oleh 
pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Sosial.
2
 
Untuk sahnya atau pengangkatan yang tidak secara Illegal di Indonesia, setelah 
permohonan pengangkatan anak melalui prosedur dari aturan dalam perundang-undangan 
yang ada, pengangkatan anak selanjutnya disahkan melalui langkah terakhir yaitu dengan 
adanya putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan dengan bentuk penetapan 
pengadilan atau dikenal dengan putusan deklaratoir, yaitu pernyataan dari Majelis hakim 
bahwa anak angkat tersebut adalah sah sebagai anak angkat dari orang tua angkat yang 
mengajukan permohonan pengangkatan anak. Putusan pengadilan juga mencakup 
mengenai status hukum dari anak angkat dalam keluarga yang telah mengangkatnya, 
mengenai hak mewaris dari anak angkat diatur secara beragam baik dari hukum adat 
maupun peraturan perundang-undangan, hak waris anak menurut hukum adat mengikuti 
aturan adat dari masing-masing daerah.
3
 
Peraturan mengenai tata cara dan akibat hukum dari pengangkatan anak itu 
sendiri juga bersifat pluralistik di Indonesia. Masing-masing etnis dan golongan 
penduduk mempunyai aturan sendiri mengenai prosedur dan akibat hukum pengangkatan 
anak. Keanekaragaman ini sering menyebabkan ketidakpastian dan masalah hukum yang 
tidak jarang menjadi sengketa pengadilan. Eksistensi adopsi di Indonesia sebagai suatu 
lembaga hukum masih belum sinkron, sehingga masalah adopsi masih merupakan 
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problema bagi masyarakat, terutama dalam masalah yang menyangkut ketentuan 
hukumnya. Ketidak sinkronan tersebut sangat jelas dilihat, kalau dipelajari ketentuan 
tentang eksistensi lembaga adopsi itu sendiri.
4
 
Pengangkatan anak atau adopsi anak menurut E.E.A. Lujiten “Adopsi harus 
dilakukan di muka Hakim dan berakibat bahwa hubungan-hubungan hukum antara anak 
dengan keluarga yang lama menjadi putus”. Peraturan perundang-undangan yang belum 
baku mengenai anak angkat di Indonesia sangat sering menimbulkan permasalahan dan 
kebingungan dalam masyarakat.
5
 
Dengan banyaknya permohonan pengangkatan anak terlebih melihat modernisasi 
membawa perubahan jalan pikiran tentang perkawinan dan keluarga dimana kaum wanita 
tidak ingin menikah, ataupun kalau menikah mereka tidak ingin memiliki anak. Mereka 
rela mengeluarkan biaya yang besar untuk mengadopsi anak Kebutuhan adopsi ini 
menyebabkan ada pihak-pihak yang menarik banyak keuntungan yang tidak pada 
tempatnya. Pada sisi lain negara-negara berkembang seperti Indonesia masih dipenuhi 
warga miskin dengan segala persoalannya, yang kemudian menjadi sasaran pencarian 
anak-anak yang akan diadopsi melalui proses perdagangan. Karena kemudahan-
kemudahan untuk mendapatkan keterangan-keterangan dari kelurahan atau kepala desa 
dan kurangnya pengamatan/penelitian dapat mengakibatkan lolosnya permohonan 
pengangkatan anak antar negara tanpa memperhatikan aspek keamanan negara.
6
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Secara historis, pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia berjalan terseok-seok. Realita masyarakat yang majemuk 
(bhinneka) dan adanya beberapa sistem hukum merupakan suatu rintangan sekaligus 
tantangan dalam sistem pengembangan hukum di Indonesia, sehingga sulit untuk 
mendapatkan sistem hukum tunggal dan terpadu, termasuk menyusun aturan tentang 
pengangkatan anak ini. Kenyataan adanya beberapa sistem hukum di Indonesia yang 
menimbulkan cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu obyek, menjadikan 
makalah ini menarik melihat bagaimana sistem hukum Islam.
7
 
Di Indonesia menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007  tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada Pasal 1 angka 1 : 
Memberikan pengertian dari Perdagangan orang ialah tindakan perekrutan, 
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang 
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,penculikan, penyekapan, pemalsuan, 
penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau 
memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 
memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara 
maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
8
 
 
Termasuk dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang menjelaskan  dalam Pasal 5 : 
Setiap Orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau 
memberikan suatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratu dua puluh juta rupiah dan paling banyak  
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
9
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 Muhammad Rais,”Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum 
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Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (human trafficking) antara lain: 
pertama, Pekerja Migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke 
tempat lain dan kemudian bekerja ditempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif 
menetap. Kedua, Pekerja Anak (baik berupa tindakan dan percobaan tindakan). Ketiga, 
kejahatan prostitusi yang secara hukum didefinisikan sebagai penjualan jasa seksual yang 
meliputi tindakan seksual tidak sebesar kopulasi dan hubungan seksual. Keempat, 
Perdagangan Anak Melalui Adopsi (Pengangkatan Anak). Kelima, Perbudakan Berkedok 
Pernikahan dan Pengantin Pesanan, enam, Implamantasi Organ.
10
 Faktor penyebabnya 
dari semua permulaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (human trafficking) karena 
perekonomian yang menurun dan mengalami jatuh miskin yang begitu rendah dan selalu 
direndahkan orang karena miskin, Pendidikan yang begitu rendah, lingkungan. Penegak 
hukum segera mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (human trafficking). 
Di kalangan masyarakat Indonesia, pengangkatan anak lazim dilakukan dengan 
cara yang berbeda-beda menurut hukum adat setempat. Seseorang tidak memperoleh 
anak walaupun telah bertahun-tahun menikah sedangkan ia menginginkan mendapat 
anak, maka dalam keadaan demikian ia mengangkat anak orang lain dijadikan anak 
sendiri, baik dengan memutuskan hubungan anak itu dengan orang tua kandungnya 
maupun tidak. Orang tua ada yang percaya, bahwa dengan mengangkat anak orang lain ia 
akan memperoleh anak kandung. Maka dianggaplah pengangkatan anak sebagai 
pancingan bagi kelahiran seorang anak kandung.
11
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Dalam hukum Islam tidak ada larangan untuk melakukan pengangkatan anak 
asalkan kedudukan anak angkat itu tidak disamakan dengan kedudukan anak kandung. 
Menurut Hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab 
mawaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan hukum Islam adalah hubungan darah 
atau arhaam. Bahkan dalam hukum Islam menganjurkan pemeliharaan anak angkat dari 
keluarga yang kurang mampu oleh keluarga yang mampu namun hendaklah diingat, 
bahwa anak angkat tidak mewaris dengan sendirinya, tidak menjadi hubungan mahram 
dengan sendirinya.
12
 
Pengangkatan seorang anak dengan pengertian menjadikannya sebagai anak 
kandung di dalam segala hal, tidak dibenarkan. Hukum Islam hanya mengakui bahkan 
menganjurkan, bahwa pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak 
yaitu dengan beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, 
menjaga, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT. Pengangkatan yang 
lazim disebut adopsi merupakan lembaga hukum yang dikenal sejak lama dalam budaya 
masyarakat Indonesia bermacam-macam motif orang melakukan pengangkatan anak, 
sehingga mengadopsi seorang anak tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan. Ada 
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang adopsi anak.
13
 
Contoh nyata dari kasus perdagangan anak berkedok adopsi terjadi di Bantul, 
yang kasus posisinya seperti ini : 
Di Bantul ada terjadi kasus perdagangan anak melalui adopsi. Mendapat info dari 
Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) Sri Sulandari mengingatkan, 
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 Nurdin Bakry dan Yournal Anas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pengangkatan Anak dalam 
UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Jrna Legitimasi, Vol VI Nomor  2, Juli-Desember 2017, hlm. 
326. 
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Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul dan pihak-pihak terkait dengan adanya dugaan 
human trafficking atau perdagangan manusia dengan modus adopsi anak. Sri mengatakan 
kasus tersebut diduga terjadi di sebuah Panti di wilayah Kabupaten Bantul. Dia 
membeberkan ada sepasang laki-laki dan perempuan yang mengaku suami istri 
melakukan adopsi anak dengan cara ilegal. Namun setelah ditelusuri, disinyalir anak hasil 
adopsi tersebut, justru menjadi korban perdagangan manusia. Terkait kasus tersebut, Sri 
menjelaskan jika prosedur adopsi anak harus melalui beberapa tahap dan mekanisme 
yang sudah diatur oleh undang-undang. Bagi pihak yang mengadopsi sah, bila sudah ada 
ketok palu dari hakim pengadilan. Sebab, beberapa hal yang harus dilalui itu menyangkut 
keberlangsungan hidup si anak agar mereka mendapatkan hak-haknya. Dengan cara-cara 
ilegal itu, menghilangkan hak anak, menghilangkan hak-hal keperdataan anak,” 
tandasnya. Sri menghimbau, berbagai pihak terkait termasuk pemerintah yang dalam hal 
ini Dinas Sosial (Dinsos) Bantul untuk lebih aktif melakukan kontrol ataupun 
pengawasan terhadap panti yang belum memiliki izin.
14
 
Maka dari itu uraian penulis tertarik untuk mengkaji dan membandingkan 
Perdagangan Anak Melalui Adopsi menurut UU No 21 Tahun 2007 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hukum Pidana Islam.  
B. Rumusan Masalah 
Bedasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan beberapa 
permasalahan sebagai berikut :  
1. Apakah adopsi termasuk dalam perdagangan anak ?  
                                                          
14
 Edy Setyawan, “Kasus Perdagangan Anak Berkedok Adopsi” , https//bantul.sorot.co/berita-6849-diduga-
terjadi-di-bantul-kasus-perdagangan-anak-berkedok-adopsi-ilegal. html diakses 1 April 2019. 
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2. Bagaimana bentuk adopsi yang termasuk tindak pidana perdagangan anak 
menurut Undang-undang No 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam ? 
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan perdagangan anak melalui adopsi Menurut 
UU No 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam ? 
 
C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka penulis 
penelitian ini bertujuan untuk : 
1.  Mengetahui adopsi apakah termasuk dalam perdagangan anak. 
2.  Mengetahui bentuk adopsi yang termasuk tindak pidana perdagangan   anak 
menurut Undang-undang No 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam. 
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan perdagangan anak melalui adopsi Menurut 
UU No 21 Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam. 
D. Manfaat Penelitian  
Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat 
memberikan manfaat sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan 
sumbangsih khazanah keilmuan dan serta dijadikan referensi baik bagi peneliti 
selanjutanya khususnya dalam studi komparasi perdagangan anak melalui adopsi 
Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang dan Hukum Pidana Islam. 
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2. Manfaat Praktis 
Secara praktis, memberikan manfaat dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai 
tentang studi komparasi perdagangan anak melalui adopsi Menurut Undang-Undang 
No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan 
Hukum Pidana Islam. 
 
E. Kerangka Teori 
1. Adopsi  
Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh 
anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak 
dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan 
hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta berbagai 
kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Kekerasan sangat dekat 
dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat 
beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku 
kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan.
15
 
Pengangkatan anak (adopsi) dari segi bahasa (etimologi) yaitu asal usul kata, 
adopsi berasal dari bahasa Belanda “adoptie” atau adoption (Bahasa Inggris) yang 
berarti pengangkatan. Sehingga sering dikatakan “adopstion of a child” yang artinya 
pengangkatan atau pemungutan anak. Soeroso menyatakan bahwa secara garis besar 
adopsi dapat dibagi dua : 
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a. Pengangkatan anak (adopsi) dalam arti luas yakni pengangkatan anak orang lain 
ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat 
dengan orang tua angkat timbul hubungan antara anak angkat sebagai anak sendiri 
dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri. 
b. Pengangkatan anak (adopsi) dalam arti terbatas yakni pengangkatan anak orang 
lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang 
tua angkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.
16
 
Anak merupakan objek persetujuan yang dipersoalkan dan dipilih sesuai dengan 
selera pengangkat. Tawar-menawar seperti dalam dunia perdagangan dapat selau 
terjadi. Pengadaan uang serta penyerahaan sebagai imbalan kepada yang punya anak 
dan mereka yang telah berjasa dalam melancarkan pengangkatan merupakan petunjuk 
adanya sifat bisnis pengangkatan anak. Sehubungan dengan ini, maka harus dicegah 
pengangkatan anak yang menjadi suatu bisnis jasa komersial. Karena hal itu sudah 
bertentangan dengan azas dan tujuan pengangkatan anak.
17
 
1. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)  
Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis 
normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. 
Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli 
sebagai berikut:  
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Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh 
peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang 
dengan ancaman pidana.
18
 
Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang 
diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan 
dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu 
bertanggungjawab.
19
  
Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 
pelakunya dikenakan hukuman pidana.
20
 
Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu 
pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan 
diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan 
kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian 
yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat 
dihukum.
21
 
Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur 
dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam 
yaitu : 
22
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a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke 
dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.  
b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan 
mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. 
Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur 
lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang 
ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir 
(dunia). Menurut moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana 
adalah:
23
 
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan). 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 
d. Unsur melawan hukum yang objektif. 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
1) Unsur Subjektif 
Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas 
hukum pidana menyatakan An act does not make a person guilty unless 
the mind is guiltyor actusnon facit reum nisi mens sit rea (tidak ada 
hukuman kalau tidak ada kesalahan). Kesalahan yang dimaksud disini 
adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan 
(intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or schuld). Pada 
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umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri dari 
tiga, yakni : 
a. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). 
b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als    
zekerheidsbewustzijn). 
c. Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus 
evantualis). Sedangkan kealpaan terdiri dari dua, yakni: 
(a) Tak berhati-hati 
(b) Dapat menduga akibat perbuatan itu 
(2) Unsur Objektif, Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku 
yang terdiri atas: 
a.  Perbuatan manusia, berupa. 
b.  Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif. 
c.  Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu 
perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
d.  Akibat (result) perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan 
atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang 
dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, 
kehormatan, dsb. 
e.  Keadaan-keadaan (circumstances), Pada umumnya, keadaan 
tersebut 
dibedakan antara lain: 
1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan. 
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2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
f. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat dihukum 
berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari 
hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu 
bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau 
perintah melakukan sesuatu. 
Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau 
memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang 
yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam 
negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 
tereksploitasi. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2007, Tentang 
TPPO). 
Dalam UU PTPPO (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang), TPPO dipahami sebagai setiap tindakan atau serangkaian 
tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam 
Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 UU PTPPO). Tindakan-tindakan yang 
disebut TPPO dikonstruksi dan dijabarkan sebagai berikut:  
Pertama, memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan 
maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau 
dieksploitasi di negara lain;  
15 
 
 
  
Kedua, penyalahgunaan kekuasaan mengakibatkan terjadinya TPPO; Ketiga, 
berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan TPPO, dan tindak pidana 
itu tidak terjadi;  
Keempat, membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan TPPO;  
Kelima, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 
kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau 
manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali 
atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar 
negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi;  
Keenam, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik 
Indonesia dengan maksud untuk di-eksploitasi di luar wilayah negara Republik 
Indonesia;  
Ketujuh, sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau 
tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO;  
Kedelapan, membantu pelarian pelaku TPPO dari proses peradilan pidana;  
Kesembilan, memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah 
diberitahukan bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan.
24
 
                                                          
24 Paul Sinlaeloe, “Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Jurnal Ilmu Hukum, (Fakultas Hukum Universitas 
Riau) Vol 3 Nomor 1  Agustus 2012,  hlm. 1. 
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Di Indonesia menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2017  tentang 
Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak, 
pada Pasal 1 Angka 1 dan 2 : 
25
 
1) Mengesahkan ASEAN Conuention Against Trafficking in Persons, Especially 
Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, 
Terutama Perempuan dan Anak) yang ditandatangani oleh Pemerintah 
Indonesia pada tanggal 2l November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. 
2) Salinan naskah asli ASEAN Conuention Against Trafficking in Persons, 
Especiallg Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan 
Orang, Terutama Perempuan dan Anak) dalam bahasa Inggris dan 
terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 
 
Termasuk juga menurut PP Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan 
Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, pada bab II Tata Cara 
Pengajuan Permohonan Pasal 2 Angka 2 : 
26
 
a. Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi : 
b. Anak yang berhadapan dengan hukum; 
c. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 
d. Anak yang mer{adi korban pornografi; 
e.  Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; 
f. Anak korban kekerasan fisik dan /atau psikis; dan 
g. Anak korban kejahatan seksual.  
 
2. Hukum Pidana Islam  
Hukum pidana Islam atau dalam istilah fiqh  disebut dengan fiqh jinyāh 
merupakan bagian dari fiqh Islam yang mengatur tentang hukum-hukum 
kriminalitas. Tindakan kriminal tersebut dikenal dengan istilah jarimah, sehingga 
terkadang tindakan pidana dalam Islam disebut dengan kata Jari>mah atau jinyāh. 
                                                          
25
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Konversasi Asean Menentang Perdagangan Orang 
terutama Perempuan dan Anak,  Pasal 1. 
 
26
 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi 
Korban Tindak Pidana, Bab II Pasal 2. 
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Sesuai dengan namanya, maka ruang lingkup atau objek pembahasan dari fiqh jinyāh 
adalah perbuatanperbuatan yang masuk kategori pidana, yaitu tindakan yang 
menggangguatau membahayakan kepentingan umum.
27
 
Hukuman dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, hal ini dapat 
diperinci sebagai berikut: 
a. Hukuman pokok, yaitu yaitu hukuman yang diterapkan secara definitif, artinya 
hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh nas. 
Dalam fiqh jinyāh hukuman ini disebut sebagai Jari>mah ḥudūd. 
b. Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai pengganti, karena 
hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah. Seperti qiṣāṣ 
diyat diganti dengan diyat, dan diyat diganti dengan dimaafkan. 
c. Hukuman tambahan, yaitu suatu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa 
adanya keputusan hakim tersendiri, misalnya bagi pelaku qażaf (menuduh zina), 
hak persaksian hilang, dan bagi pembunuh, hak pewarisan hilang. 
d. Hukuman Pelengkap, yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui keputusan 
hakim tersendiri, misalnya pencuri, selain di potong tangan juga diberi tambahan 
dengan dikalungkan tangan dilehernya.
28 
Dari segi obyeknya hukuman dapat dibagi menjadi tiga kelompok : 
a. Hukuman Jasmani, seperti potong tangan, rajam, jilid. 
b. Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dengan teguran. 
c. Hukuman benda, ganti rugi, diyat, dan penyitaan harta.29 
                                                          
27
 Ali Sodiqin, “Divinitas Dan Humanitas Dalam Hukum Pidana Islam,” Jurnal Al-Muzahib, (Yogyakarta), 
Vol 5 Nomor 2, Desember 2017, hlm. 203. 
 
28
 Makrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Teras, 2009 ), hlm.116. 
 
18 
 
 
  
Secara ilegal, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan 
keputusan Pengadilan Negeri. Adopsi secara ilegal mempunyai akibat hukum 
yang luas, antara lain menyangkut perwalian dan pewarisan. Sejak putusan 
ditetapkan pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali bagi anak angkat, dan 
sejak saat itu, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang 
tua angkat. Adopsi juga dapat dilakukan secara illegal, artinya adopsi yang 
dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tua yang mengangkat 
dengan orang tua kandung anak yag diangkat. Adopsi secara illegal inilah yang 
disinyalir sebagai celah untuk kasus jual beli anak (trafficking).
30
 
Hukum pidana Islam sebagai sebuah aturan yang diyakini oleh masyarakat 
Islam sebagai aturan yang diyakini oleh masyarakat Islam sebagai aturan yang 
bersumber dari Allah swt dan Rasulnya (al-Qur’an dan Sunnah) dan harus 
dilaksanakan secara konsekuen oleh masyarakat yang menganut ajaran Islam itu 
sendiri. Dalam hukum pidana Islam memiliki tujuan untuk mencegah kejahatan, 
yaitu:  
1. Pencegahan dari aspek akidah atau iman, sebab dengan keimanan seseorang 
merasa terawasi oleh Allah swt, karena orang yang melakukan kejahatan apa 
saja di dunia disebabkan karena tidak memngingat Allah swt atau dengan kata 
lain imamnya tidak sedang, bersama dengannya,  
2. Pencegahan dari aspek ibadah. Ibadah yang dilakukan dengan baik akan 
berdampak pada kebaikan perilaku,  
                                                                                                                                                                                           
29
 Makrus Munajat, Hukum …, (Yogyakarta: Teras, 2009 ), hlm.116. 
 
30
 Sainul, “Adopsi Dalam Hukum Islam Dan Hukum Indonesia,” (Lampung : STAIN Jurai Siwo Metro, 
2015), hlm. 17. 
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3. Pencegahan dari segi keadilan sosial. Masyarakat pada Islam khususnya sudah 
diberi kesempatan untuk berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya 
dengan mencari pekerjaan yang halal lagi baik dan mencegah diri dari 
perbuatan yang tidak baik atau tidak halal,  
4. Pencegahan dari segi amar makruf dan nahi mungkar. Tugas ini menjadi 
kewajiban semua masyarakat Islam untuk senantiasa beramal makruf dan 
mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Tujuan ini menjadi hal pokok 
dalam menegakkan syariat Islam.  
Adapun jika dihubungkan dengan tindak pidana perdagangan dengan 
hukum pidana Islam, maka dibagi menjadi beberapa jenis hukuman, yaitu:
31
 
1. Jari>mah ḥudūd  
Jari>mah ḥudūd merupakan hukuman yang tidak bisa dihapuskan 
sebagi perbuatan melanggar hukuman yang jenis dan ancaman 
hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah swt) 
yang jumlahnya terbatas.  
Dalam hal, perdagangan orang khususnya yang menjadi objek 
kejahatan adalah anak-anak yaitu penculikan dengan cara kekerasan dan 
menampung dengan tujuan untuk mengeksploitasi anak-anak. 
Perdagangan anak merupakan salah satu kejahatan yang membuat 
kerusakan dan membuat rasa tidak aman bagi orangtua terhadap anaknya.  
2. Jarīmah qiṣāṣ diyat 
                                                          
31
 Sukirno dan Siti,” Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam,” Jurnal Diskursus Islam, 
(Makassar) Vol.06 Nomor 2, Agustus 2018, hlm. 320-322. 
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Jarīmah qiṣāṣ diyat adalah bentuk hukuman bagi pelaku jarimah 
terhadap jiwa dan anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Adapun 
diyat merupakan hukuman bagi pelaku Jarīmah dengan objek yang sama 
(nyawa dan anggota badan), tetapi dilakukan tanpa sengaja. 
Dalam hal, perdagangan anak sebagai salah satu kejahatan yang 
yang mengancam kelangsungan hidup sebagai manusia yang memiliki hak 
untuk hidup. Namun, dalam kasus trafficking, anak kadang menjadi korban 
pembunuhan, dimana organ tubuhnya dijual untuk diperjual belikan. 
Perbuatan tersebut menjadi bahaya bila anak-anak yang menjadi target 
korbannya karena mereka masih polos dan mudah dipengaruhi oleh pelaku 
trafficking.  
3. Jari>mah ta’zi>r 
Jari>mah ta’zi>r adalah hukuman yang belum ditetapkan syara’ dan 
diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri untuk menetapkannya. Jari>mah 
ta’zi>r ini jenisnya beragam, nammun secara garis besar dapat 
dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu: 
a. Hukuman ta’zi>r  yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan 
jilid (dera), 
b.  Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti 
hukuman penjara dan pengasingan, 
c. Hukuman ta’zi>r yang berkaitan dengan harta, seperti denda, 
penyitaan atau perampasan harta, dan penghacuran barang, 
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d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi 
kemaslahatan umum. 
Dalam hal, perdagangan anak merupakan salah satu kejahatan 
kontemporer atau jenis perbudakan modern. Dibutuhkan suatu regulasi dan 
ketegasan oleh pemerintah atau ulil amri dengan tujuan memberikan 
pengawasan dan sanksi yang berat terhadap kejahatan perdagangan anak yang 
sangat meresahkan di masyarakat. Perdagangan dibuthkan perhatian yang 
seius dari semua pihak baik dari pemerintah, lembaga penegak hukum, 
lingkungan dan masyarakat dan terutama orangtua untuk bersam-sama 
mencegah dan melaporkan apabila terdapat peristiwa perdagangan anak. 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan referensi yang berkaitan 
dengan judul ini, baik dari buku – buku, jurnal, skrisi, ataupun penelitian untuk menjadi 
landasan teori dalam penelitian ini. 
Jurnal Ilmu Pemerintahan karya Andi Tenri Wulang dan Juanda Nawawi dan 
Nurlinah yang berjudul “Analisis Penerapan Kebijakan Pencegahan dan Penghapusan 
Perdagangan (trafficking) Perempuan Dan Anak di Kota Makassar”. Jurnal ini 
merupakan salah satu referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian. Jurnal ini berisi 
pembahasan mengenai analisis Traffiking Di Kota Makassar saja. Perbedaan penelitian 
ini yang sedang dilakukan oleh penulis adalah penulis membahas perdagangan anak yang 
melalui dengan tahap adopsi. 
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Penelitian Skripsi karya Lukmanul Hakim, Dari Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Sanksi Pidana 
Perdagangan Anak Dengan Dalih Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”. 
Penelitian ini merupakan salah satu referensi dalam pembuatan skripsi ini dengan 
pembahasan yang hampir sama hanya saja, perbedaan dalam penelitian ini membahas 
analisis perdagangan anak melalui adopsi menurut Undang-Undang 21 Tahun 2007 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hukum Pidana Islam. 
Penelitian Skripsi karya Novi Kartiningrum, Dari Fakultas Ilmu Hukum 
Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul “Implementasi Pelaksanaan Adopsi 
Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Di Semarang dan Surakarta)”. 
Penelitian ini merupakan salah satu referensi dalam pembuatan skripsi ini dengan 
pembahasan perlindungan tentang adopsi anak. Perbedaan penelitian ini yang sedang 
dilakukan oleh penulis adalah penulis membahas Studi Komparasi Perdagangan Anak 
Melalui Adopsi. 
Penelitian Skripsi karya Fitri Nurmalisa, Dari Fakultas Isyariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Darussalam Banda Aceh yang berjudul “Keabsahan 
Anak (menurut Hukum Islam dan UU Peerlindungan Anak)”. Penelitian ini merupakan 
salah satu referensi dalam pembuatan skripsi ini dengan pembahasan perlindungan 
tentang adopsi anak. Perbedaan penelitian ini yang sedang dilakukan oleh penulis adalah 
penulis membahas sanksi perdagangan anak berkedok adopsi atau pengangkatan anak. 
Jurnal karya Surjanti yang berjudul “Akibat Hukum Dan Sanksi Hukum Pidana 
Pengangkatan Anak Secara Illegal”. Jurnal ini merupakan salah satu referensi bagi 
penulis dalam melakukan penelitian. Jurnal ini berisi pembahasan mengenai Hukum dan 
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Sanksi Pengangkatan Illegal saja. Perbedaan penelitian ini yang sedang dilakukan oleh 
penulis adalah penulis membahas perdagangan anak melalui adopsi menurut Undang-
Undang 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan 
Hukum Pidana Islam. 
 
G. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian 
Penelitian diatas merupakan penelitian kepustakaan (library reseach), yaitu 
dengan membaca buku-buku ilmiah, jurnal, serta buku-buku yang lain yang berkaitan 
dengan Perdagangan Anak Melalui Adopsi Studi Komparasi Menurut Undang-
Undang 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
dan Hukum Pidana Islam. Juga karena sumber-sumber datanya baik yang utama mau 
pendukungnya berasal dari teks.
32
 
2.  Sumber Data  
Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh 
dari data sekunder. Sumber-sumber dari data sekunder penelitian hukum dapat 
dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan penulis adalah sebagai 
berikut :
33
 
a. Bahan Hukum Primer 
                                                          
32
 Muhammad dan Imam, Dasar – Dasar Penelitian Kuantitatif, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 
2015), hlm. 39. 
 
 
33
 Ibid.. hlm. 43. 
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Yaitu Al-Qur;an dan Hadist, norma atau kaidah dasar, yakni Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 21 Tahun 2007 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,  Undang-Undang No 12 
Tahun 2017 tentang Konversasi Asean Menentang Perdagangan Orang Terutama 
Perempuan Dan Anak, PP Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi 
Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Yaitu beberapa karya tulis diantaranya: fiqh jinyāh , penelitian-penelitian 
melalui skripsi dan jurnal seperti Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Perdagangan Anak dan berita online.  
Karena penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, maka seluruh kegiatan 
penelitian dipusatkan pada kajian buku dan literatur yang memiliki keterkaitan 
dengan pembahasan. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah  akan dilakukan dengan 
cara mengumpulkan buku-buku dokumentasi yang relevan dengan masalah 
Perdagangan Anak Melalui Adopsi. Data ini dikumpulkan dari data-data yang telah 
tersedia kemudian dijelaskan perbandingannya dan diambil bagian-bagian tertentu 
sebagai data.
34
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 Muhammad dan Imam, Dasar – Dasar …,  (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2015), hlm. 46. 
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4. Teknik Analisisa Data  
Data penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu penulis 
menggambarkan penelitian yakni Perdagangan Anak Melalui Adopsi Menurut 
Undang-Undang 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang dan Hukum Pidana Islam. Tujuan penyajian dengan metode tersebut adalah 
agar pembaca mampu memahami secara jelas tentang Perdagangan Anak Melalui 
Adopsi Studi Komparasi Menurut Undang-Undang 21 Tahun 2007 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hukum Pidana Islam.
35
 
Sedangkan pengolahan data melalui tahap pemeriksaan data, seleksi data, 
klasifikasi data, sistematisasi data dan data yang sudah disajikan dalam bentuk uraian 
dibahas serta dianalisis secara deskriptif kualitatif, untuk selanjutnya ditarik 
kesimpulan. 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan penelitian ini dalam pembahasannya dibagi dalam lima bab 
dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut: 
BAB I, dalam bab kesatu ini adalah Pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini 
memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II, dalam bab kedua ini adalah tentang gambaran umum dan bentuk-bentuk 
adopsi atau pengangkatan anak menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Posistif. 
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 Muhammad dan Imam, Dasar – Dasar…, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2015). hlm. 48. 
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BAB III, dalam bab ketiga ini adalah tentang perdagangan anak atau perdagangan 
orang Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan  Tindak 
Pidana Perdagangan Orang dan Hukum Pidana Islam.  
BAB IV, dalam bab keempat ini adalah tentang Analisis yang membahas 
persamaan dan perbedaan Perdagangan Anak Melalui Adopsi Menurut UU No 21 Tahun 
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hukum Pidana 
Islam.  
BAB V, dalam bab kelima ini adalah Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan 
saran, yang mana akan ditarik kesimpulan yang merupakan sebagai jawaban dari 
rumusan masalah atau pokok permasalahan dan tujuan penelitian.  
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BAB II 
PENGANGKATAN ANAK DAN PERDAGANGAN ANAK 
A. Pengangkatan Anak atau Adopsi 
Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang 
berarti “Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.” 
lstilah “Tabanni” yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan 
berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak 
kandung orang tua angkat, pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan 
istilah “Adopsi”.1 
Secara terminologis tabanni menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan 
anak (tabanni) “Pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang 
jelas nasab-nya. kemudian anak itu di-nasab-kan kepada dirinya.” Dalam pengertian lain, 
tabanni adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja me-
nasab-kan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang 
jelas pada orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalarn pengertian demikian jelas 
bertentangan dengan Hukum Islam. maka unsur me-nasab-kan seorang anak kepada 
orang lain yang bukan nasab-nya harus dibatalkan.
2
  
Pengertian pengangkatan anak secara formal dan berlaku bagi seluruh 
pengangkatan anak di Indonesia-tanpa membedakan golongan penduduk, juga tanpa 
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 Ahmad dan Fauzan, Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, (Jakarta : Hak Cipta, 
2008), hlm. 96. 
 
2
 Ibid. 
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membedakan domestic adoption atau inter-country adoption dituangkan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (“PP 
Pengangkatan Anak”). Menurut PP Pengangkatan Anak bahwa Pengangkatan anak 
adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan 
kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas 
perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga 
orang tua angkat (Pasal l butir 2). Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu 
perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan 
keluarga orang tua angkatnya. Dari rumusan pengertian pengangkatan ini tidak cukup 
tercermin sampai berapa jauh atau seberapa luas akibat hukum perbuatan pengangkatan 
anak.
3
 
PP Pengangkatan Anak diadakan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perhndungan Anak (“UU Perlindungan Anak”), tetapi UU 
Perlindungan Anak sendiri tldak merumuskan pengertian „Pengangkatan Anak‟. UU 
Perlindungan Anak hanya merumuskan pengertian Anak Angkat. Anak Angkat menurut 
UU Perlindungan Anak adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan 
keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas 
perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut, ke lingkungan keluarga orang tua 
angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Pasal 1 butir 9).
4
 
Anak angkat dalam pengertian lebih didasari oleh perasaan seseorang yang 
menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau 
                                                          
3
 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta : Sinar Grafika 2012), hlm.105. 
 
4
 Ibid.. hlm.106. 
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bagi pasangan suami istri yang tidak dikaruniai keturunan, agar anak angkat itu bisa 
dididik atau disekolahkan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta 
dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang, dan lebih dari itu terbersit 
di hati orang tua angkat bahwa anak angkatnya kelak kiranya dapat menjadi anak saleh 
yang mau merawat orang tua angkatnya di saat sakit, dan mendoakan di saat orang tua 
angkat telah meninggal dunia. Perbuatan hukum pengangkatan anak seperti itu, dapat 
diterima sebagai bagian dari bentuk amal saleh yang sangat dianjurkan Islam, maka 
bentuk pengangkatan anak yang pertama sebagaimana yang didefinisikan oleh Mahmud 
Syaltut tersebut jelas tidak bertentangan dengan asas Hukum Islam, bahkan ditegaskan 
dalam QS Al-Maidah, ayat 2, dan ayat 32, QS Al-Insan, ayat: 8 perbuatan demikian 
sangat dianjurkan dalam Islam.
5
 
                           
                          
                          
                            
                
Terjemahan :  
“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar 
Allah[253], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[254], jangan 
(mengganggu) binatang-binatang had-ya[255], dan binatang-binatang qalaa-id[256], 
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dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka 
mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[257] dan apabila kamu telah 
menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali 
kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah 
kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah Amat berat siksa-Nya” (Q.S Al-Maidah 5:2)6 
[253] Syi'ar Allah Ialah: segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadat haji 
dan tempat-tempat mengerjakannya. 
[254] Maksudnya antara lain Ialah: bulan Haram (bulan Zulkaidah, Zulhijjah, 
Muharram dan Rajab), tanah Haram (Mekah) dan Ihram., Maksudnya Ialah: dilarang 
melakukan peperangan di bulan-bulan itu. 
[255] Ialah: binatang (unta, lembu, kambing, biri-biri) yang dibawa ke ka'bah 
untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih ditanah Haram dan dagingnya 
dihadiahkan kepada fakir miskin dalam rangka ibadat haji. 
[256] Ialah: binatang had-ya yang diberi kalung, supaya diketahui orang bahwa 
binatang itu telah diperuntukkan untuk dibawa ke Ka'bah. 
[257] Dimaksud dengan karunia Ialah: Keuntungan yang diberikan Allah dalam 
perniagaan. keredhaan dari Allah Ialah: pahala amalan haji. 
                          
                              
                            
             
Terjemahan: 
“oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: 
Barangsiapa yang membunuh seorang, bukan karena orang itu (membunuh) orang 
lain[273], atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan 
Dia telah membunuh semua manusia [274]. dan Barangsiapa yang memelihara 
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kehidupan seorang manusia, Maka seakan-akan  Dia telah memelihara kehidupan 
manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul 
Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas,.
7
 
[273] Yakni: membunuh orang bukan karena qishaash. 
[274] Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai 
manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah 
sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota 
masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya. 
                   
Terjemahan : 
 “dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak 
yatim dan orang yang ditawan” QS Al-Insan (76:8)8 
 
Di Indonesia pada daerah-daerah tertentu, antara lain di lawa Barat, terdapat 
pengangkatan anak yang semata-mata bernilai magis, yaitu anak yang sakit-sakitan, oleh 
orang tuanya diserahkan dengan cara “menjual” kepada orang lain, baik kerabatnya 
maupun bukan, yang dengan tindakan itu diharapkan anak itu tidak akan sakit-sakitan 
lagi. Di sini anak tidak diserahkan dalam arti yang sebenarnya atau secara nyata, anak 
tetap dalam keluarganya yang asli, demikian pula tidak ada kewajiban apapun antara anak 
angkat dan orang tua angkatnya, melainkan sekadar panggilan anak itu terhadap orang tua 
angkatnya seperti panggilan terhadap orang tua asalnya.
9
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Pengangkatan anak yang dikemukakan di atas tidak mempunyai nilai yuridis, 
tindakan itu bukan suatu tindakan hukum, sehingga tidak mempunyai akibat hukum. Di 
dalam ilmu hukum kita mengenal perkataan pengangkatan anak atau adopsi (adoptie, 
adoption, atau adoptio) sebagai suatu lembaga hukum, di mana dalam arti ini 
pengangkatan anak akibatnya bernilai yuridis. Pengangkatan anak sebagai suatu 
Indonesia istilah pcngangkatan anak disebut juga dengan istilah “Adopsi” yang bcrarti 
“Pcngambilan (pengangkatan) anak orang lain sccara sah menjadi anak sendiri.10 
Mahmud Syaltut, mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian 
“pengangkatan anak.” Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik 
dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status “anak kandung” 
kepadanya; Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, 
mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai “anak 
kandung”, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan 
saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak 
angkat dan orang tua angkatnya itu.
11
 
Anak angkat dalam pengertian yang kedua telah lama dikenal dan berkembang di 
berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri, sebagaimana diterapkan oleh Pengadilan 
Negeri terhadap permohonan pengangkatan anak yang dimohonkan oleh warga negara 
Indonesia keturunan Tionghoa, dan bagi mereka yang menundukkan diri pada hukum 
tersebut. Pengangkatan anak dalam pengertian yang kedua tersebut jelas dilarang oleh 
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Islam dan bertentangan dengan Hukum Islam berdasarkan firman Allah QS Al-Ahzab, 
ayat: 4,5, dan 21.
12
 
Pengamatan Mahkamah Agung menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan 
pcngcsahan dan/atau pcngangkatan anak yang telah diajukan ke Pengadilan Ncgeri 
tampak kian bertambah, baik yang merupakan permohonan khusus pengesahan/ 
pengangkatan anak yang menunjukkan adanya perubahan, pergeseran. dan variasi-variasi 
pada motivasinya.
13
 
Sebagaimana telah diuraikan atas bahwa Mahkamah Agung sendiri sebagai 
penanggung jawab atas pembinaan teknis peradilan mengakui bahwa peraturan 
perundang-undangan dalam bidang pengangkatan anak Warga Negara Indonesia, 
terutama pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing ternyata 
tidak mencukupi, namun ada beberapa peraturan hukum yang dapat dijadikan rujukan 
bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman tentang pengangkatan 
anak, misalnya:
14
  
1. Staatsblad 1917 Nomor 129. Pasal 5 sampai dcngan pasal 15 mengatur masalah 
adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdata/BW yang ada, dan khusus 
bcrlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa. 
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tertanggal 7 April 
1979, tentang Pcngangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan 
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permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan 
mengadilinya oleh pengadilan.  
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) N omor 6 Tahun 1983 tentang 
Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979, 
yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.  
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/ 1984 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 
1984.  
5. Bab VIII, Bagian Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang 
Perlindungan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002.  
6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005, tentang 
Pengangkatan Anak, berlaku mulai 8 Februari 2005, setelah terjadinya bencana alam 
gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias, yang 
menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orang 
tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkatnya sebagai anak 
angkat oleh LSM dan Badan Sosial Keagamaan lainnya yang sangat membahayakan 
akidah agama anak tersebut.  
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 huruf a, angka 20 
menyatakan bahwa, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang: “…Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan 
pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam".  
35 
 
 
 
8. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah 
berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh hakim-
hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara 
berulang-ulang, dalam waktu yang lama sampai sekarang.  
Dalam praktiknya, pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia 
mempunyai beberapa tujuan dan/atau motivasinya. Tujuannya antara lain adalah untuk 
meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. 
Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial, perdagangan, sekadar untuk 
pancingan dan setelah memperoleh anak, kemudian anak angkat disia-Siakan atau 
diterlantarkan, sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena 
itu, pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan 
pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan 
lebih maslahat.
15
 
Harus disadari bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan budaya dan akidah 
masyarakat Indonesia tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat 
dengan orang tua kandungnya. Hal sensitif yang juga harus disadari oleh calon orang tua 
angkat dan orang tua kandung adalah bahwa calon orang tua angkat harus seagama 
dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, hal ini penting diperhatikan oleh 
karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arus 
arah dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya, jika hal ini terjadi maka akan sangat 
melukai hati dan nurani serta akidah orang tua kandung anak angkat itu.Kaitannya 
dengan bimbmgan dan pengawasan terhadap anak angkat, Pasal 41 UU N0. 23/2002 
                                                          
15
 Ahmad dan Fauzan, Hukum …, (Jakarta : Hak Cipta 2008), hlm.66. 
36 
 
 
 
menegaskan bahwa pcmerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan 
terhadap pelaksanaan Pengangkatan anak, yang detailnya akan diatur dengan peraturan 
pemerintah.
16
 
Pengaturan mengenai prosedur pengangkatan anak di Indonesia masih sangat 
terbatas, sehingga dalam proses penetapannya oleh Pengadilan Negeri sering ditemui 
kesulitan oleh Majelis hakim dalam hal menentukan jenis aturan mana yang paling tepat 
untuk digunakan untuk menetapkan anak angkat tersebut dapat disahkan oleh pengadilan. 
Perlu disatukannya aturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia melalui pembuatan 
undang-undang sehingga pengaturannya tidak terlalu beragam dan dapat menjadi padu, 
sehingga ada aturan yang jelas untuk menetapkan anak angkat di Indonesia. Pengaturan 
mengenai hak waris anak angkat di Indonesia juga masih sangat beragam, seharusnya 
disatukan dalam satu sistem perundang-undangan yang berlaku baku di seluruh 
Indonesia, sehingga tidak menyebabkan kebingungan masyarakat awam yang kurang 
mengenal hukum, juga mengenai hak dari anak angkat harus tetap diperhatikan 
selayaknya anak kandung dalam rumah tangga yang mengangkatnya, karena itu hak anak 
angkat tidak boleh dibedakan dengan hak dari anak kandung yang lain dalam keluarga, 
karena anak angkat juga memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan setara dengan 
anak kandung. 
17
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Secara historis, pengangkatan anak (adopsi) sudah dikenal dan berkembang 
sebelum kerasulan Nabi Muhammad Saw. Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa tradisi 
pengangkatan anak sebenarnya dan dipraktikkan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain 
sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktikkan oleh bangsa Yunani, Romawi, 
India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam 
(masa jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan at-tabanni dan sudah 
ditradisikan secara turun-temurun.
18
 
Pengangkatan anak dalam tersebut jelas dilarang oleh Islam dan bertentangan 
dengan Hukum Islam berdasarkan firman Allah QS Al-Ahzab, ayat: 4,5, dan 21 :  
                             
                            
                    
Terjemahan:  
“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan 
Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar[664] itu sebagai ibumu, dan Dia 
tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).  Yang demikian itu 
hanyalah perkataau dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia 
menunjukkan jalan (yang benar)” QS Al-Ahzab (33:4)19 
[1198] Zhihar ialah Perkataan seorang suami kepada istrinya: “punggungmu Haram 
bagiku seperti punggung ibuku” atau Perkataan lain yang sama maksudnya. adalah 
menjadi adat kebiasaan bagi orang Arab Jahiliyah bahwa bila Dia berkata demikian 
kepada Istrinya Maka Istrinya itu haramnya baginya untuk selama-lamanya. tetapi 
setelah Islam datang, yang Haram untuk selama-lamanya itu dihapuskan dan istri-istri 
itu kembali halal baginya dengan membayar kaffarat (denda). 
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 Ahmad Dan Fauzan, Hukum …, (Jakarta : Hak Cipta 2008), hlm.98. 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : Syaamil Qur‟an 2011),  hlm. 418. 
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                        
                         
                  
Terjemahan : 
 “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak 
mereka; Itulah yang lebih adil di  sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak 
mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-
maulamu[665]. dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf  tentang itu, tetapi (yang ada 
dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang” QS Al-Ahzab (33:5)20 
[665] Maula-maula ialah hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seorang 
yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Huzaifah, dipanggil maula 
Huzaifah. 
 
                           
          
Terjemahan :  
“Sesungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan 
yang banyak mengingat Allah” QS Al-Ahzab (33:21) 21 
 
Sejarah hidup Rasulullah Saw. (sebelum kenabian di atas), sampai kemudian Nabi 
menikah dengan Zainab binti Jahsy, bekas istri anak angkatnya, dapat dijadikan 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : Syaamil Qur‟an 2011),  hlm. 418. 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : Syaamil Qur‟an 2011),  hlm. 420. 
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justiflkasi kebolehan kawin dengan bekas istri anak angkat. Sebenarnya Zaid bin Haritsah 
dengan istrinya Zainab binti Jahsy termasuk orang baik-baik dan taat menjalankan 
perintah Allah Swt. Namun perkawinan mereka tidak berlangsung lama karena latar 
belakang status sosial yang berbeda. Zaid bin Haritsah hanyalah seorang bekas budak 
yang dihadiahkan kepada Nabi Saw. oleh istrinya Khadijah; sementara Zainab binti Jahsy 
adalah keturunan bangsawan. Menyadari bahwa rumah tangganya tidak harmonis.
22
 
Tata Cara Pengangkatan Anak, menurut ulama flkih, untuk mengangkat anak atas 
dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya agar anak tersebut dapat 
mandiri di masa datang. Secara hukum tidak dikenal perpindahan nasab dari ayah 
kandungnya ke ayah angkatnya. Maksudnya ia tetap menjadi salah seorang mahram dari 
keluarga ayah kandungnya, dalam arti berlaku larangan kawin dan tetap saling mewarisi 
dengan ayah kandungnya. Jika ia melangsungkan perkawinan setelah dewasa, maka 
walinya tetap ayah kandungnya. Adapun pada pengangkatan anak yang diiringi oleh 
akibat hukum lainnya terjadi perpindahan nasab dari ayah kandungnya ke ayah 
angkatnya. Konsekuensinya, antara dirinya dengan ayah angkatnya dan keluarga kandung 
ayah angkatnya berlaku larangan kawin serta kedua belah pihak saling mewarisi. Jika ia 
akan meIangsungkan perkawinan nantinya, maka yang berhak menjadi walinya adalah 
ayah angkatnya tersebut, bukan ayah kandungnya. Ada dua hal yang terkait dengan status 
hukum anak angkat, yaitu dalam hal kewarisan dan dalam hal perkawinan.
23
 
Dilihat dari aspek perlindungan dan kepentingan anak, lembaga pengangkatan 
anak (tabanni) memiliki konsepsi yang sama dengan pengangkatan anak (adopsi) yang 
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 Ahmad Dan Fauzan, Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia, (Jakarta : Hak Cipta 
2008), hlm.99. 
23
 Ibid.. hlm.101. 
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dikenal dalam hukum sekuler. Perbedaannya terletak pada aspek mempersamakan anak 
kandung dengan anak sendiri, menjadikan anak angkat menjadi anak sendiri, memberikan 
hak waris yang sama dengan hak waris anak kandung. 
24
 
Selanjutnya mengenai pengangkatan anak hukum agama Islam dapat ditinjau dari 
berbagai segi:
25
 
1. Dari segi arti adopsi.  
Dari segi arti, adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang 
diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut agama Islam 
ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi 
segala kebutuhannya.  
2. Dari segi misi keadilan sosial.  
Dari segi misi keadilan sosial dalam Islam, maka sesuai dengan syariat Islam 
pengangkatan anak membuka kesempatan kepada si kaya untuk beramal melalui 
wasiat dan memberikan hak kepadanya untuk mewasiatkan sebagian dari harta 
peninggalannya kepada anak angkatnya untuk menutupi kebutuhannya di hari depan, 
sehingga tidak kacau penghidupan dan pendidikannya tidak akan terlantar.  
3. Dari segi budi pekerti dan sosial.  
Dari segi budi pekerti dan sosial, maka orang yang melakukan adopsi berarti 
melakukan perbuatan yang sangat baik dan sangat sesuai dengan ajaran Islam. Sudah 
barang tentu hal ini berlaku bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan 
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 Ahmad Dan Fauzan, Hukum …, (Jakarta : Hak Cipta 2008), hlm. 103. 
 
25
 Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum 
Perdata (Analisis Komparatif),” Jurnal Hukum Diktum, (Kalimantan Barat),Vol 3 Nomor ! Agustus, 2012, hlm.186-
187. 
41 
 
 
 
memeliharanya secara baik-baik, penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak 
angkat tersebut kebanyakan orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT.  
4. Dari segi ajaran Islam.  
Di samping itu Agama Islam memang mengajarkan agar umat manusia saling 
tolong-menolong sesamanya. Bagi yang mampu harus membantu yang tidak mampu. 
Orang Islam harus berhati sosial menolong dan memelihara anakanak atau bayi-bayi 
terlantar yang orang tuanya tidak mampu.  
5. Dari segi realitas.  
Dilihat dari segi realitas, sebagai proses perkembangan zaman, maka hukum 
Islam pun selalu berkembang. Sehubungan dengan pengertian pengangkatan anak 
dalam arti luas, hukum Islam mengembangkan pula mengenai masalah pengangkatan 
anak yaitu adanya pandangan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia. Hal ini 
terlihat dari hasil rumusan Tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan 
Hukum Nasional dalam Seminar Pengkajian Hukum 1980/1981 di Jakarta yang pernah 
mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan Rancangan Undang-Undang tentang 
anak angkat yang dipandang dari sudut hukum Islam.  
 
B. Perdagangan Orang Dan Anak 
Manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan sosial, 
ekonomi, budaya maupun sosial politik. Di dalam interaksi itu, tentu akan melahirkan 
berbagai macam hubungan hukum di antara para pihak. Hubungan hukum para pihak 
akan melahirkan hak dan kewajiban. Secara yuridis, yang berwenang untuk mengadakan 
hubungan hukum itu, yaitu orang perseorangan. Orang perseorangan itu, disebut sebagai 
42 
 
 
 
subjek hukum. Syarat menjadi subjek hukum, yaitu harus cakap untuk melakukan 
perbuatan hukum. Walaupun manusia atau orang sebagai subjek hukum, namun dalam 
faktanya banyak subjek hukum yang diperdagangkan atau lazim disebut sebagai objek 
hukum.
26
 
Secara yuridis, bahwa manusia atau orang yang diperdagangkan digolongkan 
sebagai tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang, yang dalam 
bahasa Inggris, disebut dengan the criminal acts of trafficking in persons, sedangkan 
dalam bahasa Belanda, disebut dengan de strafbare feiten van mensenhandel terdiri atas 
dua suku kata, yang meliputi:
27
  
1. tindak pidana; dan 
2. perdagangan orang.  
Tindak pidana dikonsepkan sebagai perbuatan pidana. Pengertian perdagangan 
orang dan tindak pidana perdagangan orang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan 
Orang adalah:  
“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau 
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan. Penggunaan kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 
penjeratan utang gtau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan 
dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam 
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 Rodliyah Dan Salim, Hukum Pidana khusus (Unsur Dan Sanksi Pidananya), (Depok : Rajawali Pers, 
2017), hlm. 257. 
27
 Ibid. 
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negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 
tereksploitasi”.28 
 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang. Landasan filosofis ditetapkannya undang-undang ini, telah ditetapkan dalam 
pertimbangan hukumnya. Di dalam pertimbangan hukum itu, disebutkan bahwa: 
29
 
1. bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi 
sesuai dengan kemuliaan harkat dan mambatnya yang dilindungi oleh undang-undang 
berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945;  
2. bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan 
yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi 
manusia, sehingga harus diberantas;  
3. bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang 
terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, 
sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap 
norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia;  
4. bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan 
orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk 
melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan 
korban, dan peningkatan kerja sama;  
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 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Bab I, 
Pasal 1. 
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 Rodliyah Dan Salim, Hukum Pidana Khusus (Unsur Dan Sanksi Pidananya), (Depok: Rajawali Pers, 
2017), hlm. 262. 
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5. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang 
belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya 
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;  
Secara normatif, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah ditentukan jenis-jenis tindak 
pidana perdagangan orang. Namun, untuk mengetahui hal itu, maka harus dilakukan 
kajian secara mendalam terhadap ketentganketentuan yang tercantum dalam undang-
undang tersebut. Dari hasil kajian tersebut, maka tindak pidana perdagangan orang dapat 
digolongkan menjadi enam belas jenis. Keenam belas jenis tindak pidana perdagangan 
orang itu, meliputi: 
30
 
1. Tindak pidana kekerasan;  
2. Tindak pidana impor orang;  
3. Tindak pidana ekspor orang;  
4. Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi;  
5. Tindak pidana pengiriman anak ke dalam negeri atau ke luar negeri dengan tujuan 
dieksploitasi;  
6. Tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan;  
7. Tindak pidana menggerakkan orang lain;  
8. Tindak pidana pembantuan atau percobaan;  
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 Rodliyah Dan Salim, Hukum Pidana Khusus (Unsur Dan Sanksi Pidananya), (Depok: Rajawali Pers, 
2017), hlm. 266. 
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9. Tindak pidana perencanaaan atau melakukan permufakatan jahat;  
10. Tindak pidana penggunaaan atau pemanfaataan korban;  
11. Tindak pidana memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen 
negara atau dokumen lain;  
12. Tindak pidana memberikan kesaksian palsu; 
13.  Tindak pidana penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas;  
14. Tindak pidana sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung 
atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;  
15.  Tindak pidana pembantuan pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang; dan  
16. Tindak pidana pemberitahuan identitas saksi atau korban.  
Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi merupakan tindak 
pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh orang atau pelaku, di mama orang atau pelaku 
tersebut mengangkat seorang anak menjadi anaknya sendiri, tetapi dengan tujuan untuk 
diperdagangkan kepada orang lain.
31
 Sanksi bagi pelaku atau orang yang melakukan 
adopsi dengan tujuan dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 
5 berbunyi:
32
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“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau 
memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)  dan paling banyak  
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 
 
UU Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Perdagangan 
Orang tidak membedakan definisi perdagangan perempuan dan anak, definisi yang 
digunakan adalah perdagangan orang.  
Perdagangan orang adalah tindakan perengkrutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan 
atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain  tersebut, 
baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi 
untuk mengakibatkan orang tereksploitasi.
33
 
 
Pemidanaan perdagangan manusia yang ada di dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana hanya mengatur kejahatan perorangan sebagaimana terdapat di dalam 
Pasal 297 KUHP (perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki), Pasal 324 
(perniagaan budak). Dengan berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal-pasal tersebut di atas dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku.  
Dalam praktik, perdagangan manusia dilakukan secara terorganisir (lihat tabel 2), 
untuk itu UU Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Perdagangan 
Orang (PTPPO) tidak hanya mengatur pelaku tindak pidana perorangan, tetapi juga yang 
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 Undang-Undang No 12 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Asean Convention Agaist Traffickng In 
Persons Especially And Chilldern (Konvensasi Asean Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan 
Anak)  
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dilakukan oleh korporasi, penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan, serta 
kelompok yang terorganisir. 
34
 
UU PTPPO memberikan perlindungan terhadap anak dan memberikan pidana 
tambahan bagi pelaku yang melakukan perdagangan anak. Selain itu, terobosan hukum 
dalam UU ini adalah adanya hak dari korban untuk tidak dijerat hukuman bila melakukan 
tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan clang misalnya 
menjadi wanita tuna susila atau melakukan kekerasan terhadap pelaku dalam upaya 
melakukan pembelaan diri.
35
  
Pemeriksaan terhadap Saksi/Korban Anak Penyidikan, penuntutan, dan 
pemriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan 
memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, dengan tidak memakai toga atau 
pakaian dinas. Yang dimaksud kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam proses 
pemeriksaan hakim harus memperhatikan kondisi fisik and psikologi korban anak dengan 
membuat proses persidangan menjadi nyaman bagi saksi/korban anak yaitu: 
36
 
a. Dalam pemeriksaan di persidangan, saksi dan/atau korban anak wajib didampingi 
orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.  
b. Pemeriksaan terhadap saksi dan/ atau korban anak dapat dilaksanakan tanpa 
kehadiran terdakwa.  
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 Agustinus Dan Patra, Panduan Bantuan Hukum Di indonesia, (Jakarta : YLBHI, 2008), hlm. 138. 
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 Ibid. 
 
36
 Ibid.. hlm. 143. 
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c. Pemeriksaan terhadap saksi dan/ atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat 
dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.  
Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban 
anak dilakukan dalam sidang tertutup.  
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BAB III 
 PERDAGANGAN ANAK MELALUI ADOPSI 
A. Perdagangan Anak Melalui Adopsi  
Perdagangan anak didefinisikan sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, 
penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu 
menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, 
penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi 
atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang 
menguasai penuh atas anak itu. Perdagangan anak biasanya bertujuan:
1
 
 eksploitasi untuk pekerjaan (termasuk perbudakan dan tebusan), 
 eksploitasi seksual (termasuk prostitusi dan pornografi anak), 
 eksploitasi untuk pekerjaan ilegal (seperti mengemis dan perdagangan obat 
terlarang), 
 perdagangan adopsi, 
 penjodohan. 
“Perdagangan Manusia menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 
tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah tindakan 
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan. 
Kemudian, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 
penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh 
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 https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_anak  diakses 19 Agustus 2019 
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persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang 
dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau 
mengakibatkan orang terekploitasi,” tegas Darmayanti Lubis yang juga berasal dari 
Daerah Pemilihan Sumatera Utara. 
2
 
  Dijelaskannya, secara umum anak-anak dan perempuan merupakan pihak yang 
rentan menjadi korban trafficking dan eksploitasi. Mereka yang menjadi korban sebagian 
besar berasal dari kelompok masyarakat yang rentan. Faktor-faktor penyebab terjadinya 
Perdagangan Anak (Child Trafficking) antara lain: Kurangnya Kesadaran dan konsep 
berfikir yang salah pada masyarakat, factor kemiskinan yang telah memaksa banyak 
keluarga untuk merencakanan strategi penopang kehidupan mereka termasuk 
mempekerjakan anak-anaknya karena jeratan hutang, keinginan cepat kaya dan faktor 
kebiasaan penduduk yang menjadi budaya. Faktor-faktor budaya berikut memberikan 
kontribusi terhadap terjadinya child trafficking, antara lain berkaitan dengan: peran anak 
dalam keluarga, perkawinan dini, jeratan hutang, kurangnya pencatatan kelahiran, 
kurangnya pendidikan dan korupsi serta lemahnya penegakan hukum. 
 Trafficking, khususnya perdagangan anak harus dilawan karena merupakan 
tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak 
asasi manusia. Kenyataan menunjukkan bahwa trafficking telah meluas dalam bentuk 
jaringan kejahatan yang terorganisisr dan tidak terorganisir, baik bersifat antarnegara 
maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap norma-norma kehidupan yang 
dilandasai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keinginan untuk menyelamatkan 
anak dari ancaman trafficking didasari pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan 
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 http://dpd.go.id/berita-348-awas-perdagangan-anak-berkedok-adopsi diakses 19 Agustus 2019 
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internasional, untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap 
pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama.
3
 
Perdagangan anak bukan sebuah bentuk pekerjaan, namun suatu proses 
pengerahan atau pengangkutan dan penerimaan seorang anak atau orang dewasa untuk 
keperluan eksploitasi, dimana selama dalam proses itu hak-hak asasi manusia dilanggar. 
Faktor utama dalam semua bentuk pekerjaan yang mutlak dilarang (perbudakan atau yang 
mirip dengan perbudakan, penjualan dan perdagangan anak, ijon, penghambaan, dan 
kerja paksa dan wajib kerja) adalah bahwa orang tidak bebas meninggalkan pekerjaannya 
atau merundingkan kondisi-kondisi lainnya. Perdebatan tentang definisi perdagangan 
diselesaikan pada tahun 2000 dengan hukum internasional yang menjelaskan bahwa anak 
(manusia yang berusia kurang dari 18 tahun) harus dianggap sebagai diperdagangkan, 
bahkan bila mereka lebih diijinkan untuk berimigrasi untuk memperoleh pekerjaan.
4
 
B. Perdagangan Anak Melalui Adopsi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang 
Dalam perkembangan dewasa ini, hukum telah mengalami kcmajuan yang sangat 
pesat, baik dari segi teori maupun Fungsi-fungsi pragmatisnya. Perkembangan ini muncul 
sebagai hasil dari perkembangan kehidupan manusia yang di atur oleh hukum. Dalam 
perkembangan tersebut, hukum ditempatkan sebagai sarana perubahan sosial (agent of 
                                                          
3
 Sukirno, Siti dan Jumadi, “Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam ,” Jurnal Diskursus 
Islam, (Makassar) Vol. 6 Nomor 2, Agustus 2018, hlm. 311. 
 
4
 Ibid.. hlm. 312. 
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change law as a tool of social engineering), atau sarana pembangunan untuk mengatur 
jalannya perubahan dalam masyarakat.
5
 
Kemampuan hukum untuk menghadapi permasalahan yang sangat kompleks 
dalam pembangunan hukum, sangat ditentukan oleh kemama Puan komponen-komponen 
sistemnya, baik secara otonom maupun dalam kerangka sistem sebagai suatu 
keseluruhan. Lemahnya salah satu sistem, akan mempengaruhi terhadap kemampuan 
komponen-komponen sistem lainnya. Apabila hal ini terjadi, maka kemampuan hukum 
akan terancam, dan sangat sulit mengemban fungsi dan mewujudkan tujuam-tujuannya.
6
 
Seperti diketahui, peraturan-peraturan hukum yang dikenal dengan perundang-
undangan adalah produk dari proses politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh alat-alat 
kekuasaan negara atas dasar konstitusi negara.  Oleh karena itu, politik hukum 
merupakan bagian dari proses penyelenggaraan negara untuk mewujudkan kesejahteraan 
sosial dan mencapai tujuan dibentuknya negara. Menurut Sudarto, politik hukum/ 
kebijakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai 
dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Untuk itu agar suatu peraturan hukum yang 
dibuat dapat berfungsi, maka harus memperhatikan dan menentukan perumusan dan 
penyelenggaraannya. Menurut Mardjono Reksodiputro harus memperhatikan beberapa 
asas, yaitu:
7
 
a. Asas masuk akalnya kerugian yang dapat digambarkan oleh perbuatan tersebut (dapat 
mempunyai aspek moral, tetapi seharusnya merupakan “public issues”).  
                                                          
5
 Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Jakara : Sinar Grafika, 2013), hlm. 342. 
 
6
 Ibid.. hlm 343. 
 
7
 Ibid.. hlm. 344. 
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b. Asas toleransi terhadap perbuatan tersebut (penilaian atas terjadinya kerugian, 
berkaitan erat dengan ada atau tidak adanya toleransi). Toleransi didasarkan pada 
penghormatan atas kebebasan dan tanggung jawab individu.  
c. Asas subsidaritas (sebelum perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana, perlu 
diperhatikan apakah kepentingan hukum yang dilanggar oleh perbuatan tersebut masih 
dapat dilindungi dengan cara lain, hukum pidana hanya ultimum remedium).  
d. Asas proporsionalitas (harus ada keseimbangan antara kerugian yang digambarkan 
dengan batas-batas yang diberikan oleh asas toleransi, dengan pidana yang diberikan).  
e. Asas legalitas (apabila asas-asas dari nomor a sampai asas nomor d telah 
dipertimbangkan, masih perlu dilihat apakah perbuatan tersebut dapat dirumuskan 
dengan baik, sehingga kepentingan hukum akan dilindungi, tercermin pula jelas 
hubungannya dengan asas kesalahan sendi utama hukum pidana).  
f. Asas penggunaannya secara praktis dan efektifitasnya (berkaitan dengan kemungkinan 
penegakannya serta dampaknya pada prevensi umum). 
Dengan mempethatikan asas-asas tersebut di atas, maka strategi perumusan hukum, 
khususnya hukum pidana akan mendekati kebutuhan pembentukannya dan strategi 
penegakannya. Namun akan ditentukan oleh pembuat peraturan (Presiden dan DPR), 
karena itu setiap kebijakan hukum yang hendak dibuat tidak hanya memperhatikan 
kepentingan politik saja, tetapi harus mempertimbangkan maksud dan tujuan negara 
dengan mengacu pada landasan ideologis, ideal dan pragmatis. 
8
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 Henny Nuraeny, Tindak …,  (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 344.  
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Dalam realita, tidak sedikit peraturan yang dibuat dengan tujuan kesejahteraan 
masyarakat, tetapi malah ditolak dan ditentang oleh masyarakat karena dianggap tidak 
sesuai dan menyengsarakan masyarakat. oleh karena itu, kebijakan hukum yang 
merupakan salah satu upaya dalam mensejahterakan masyarakat, harus dilakukan secara 
tepat dan serasi, baik secara vertikal ataupun horizontal.
9
 
Demikian juga dengan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan 
orang sebagai salah satu bagian hukum hak asasi manusia. Kebijakan hukum yang 
dilakukan harus mengacu pada bidang hukum yang berhubungan dengan hukum hak 
asasi manusia. Hukum hak asasi manusia tidak hanya berhubungan dengan hukum pidana 
saja, tetapi juga berhubungan dengan bidang/cabang hukum lainnya. Oleh karena itu, 
kebijakan hukum yang dilakukan sangat luas, dapat meliputi seluruh kebijakan hukum 
nasional.
10
  
Kejahatan adalah sisi sebaliknya dari „perbuatan baik‟, yang bercirikan merugikan 
(materiil dan immateril), menimbulkan keresahan sosial, sehingga harus dicegah dan 
diselesaikan melalui peradilan pidana. Dengan kata lain, kejahatan adalah suatu hasil 
interaksi antara fenomena yang ada dalam masyarakat, dan saling mempengaruhi, dimana 
perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan adalah perbuatan yang 
bertentangan dengan kesusilaan. Menurut WA. Bonger, kejahatan adalah perbuatan yang 
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 Henny Nuraeny, Tindak …, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 346. 
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sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa 
pemberian penderitaan, yang berupa hukuman atau tindakan.
11
  
Kejahatan sudah ada sejak adanya manusia, tetapi jenis dan macamnya berubah-ubah 
dari waktu ke waktu, sesuai perkembangan dan tempat manusia berada. Mempelajari 
kejahatan senantiasa berhubungan dengan pelaku dan korban. Tidak ada kejahatan tanpa 
pelaku, dan tidak mungkin ada kejahatan tanpa korban (crime without victim), jadi korban 
adalah partisipan utama dan mempunyai peranan penting. Namun dalam hal lain, korban 
juga dapat berstatus partispan pasif dalam suatu kejahatan, tergantung dari situasi dan 
kondisi tertentu yang langsung atau tidak langsung dialami oleh korban.
12
 
Dalam hal pengungkapan kasus TPPO tidak semudah pengungkapan kasus kejahatan 
lainnya, karena TPPO umumnya melibatkan jaringan, baik yang terorganisasi maupun 
tidak terorganisasi, baik yang bersifat antar negara (internasional) maupun dalam negeri, 
sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap 
norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM. Selain itu, 
pcngaduan adanya kasus TPPO baru muncul dan diadukan oleh korban apabila dirasakan 
adanya kerugian, baik kerugian materil maupun immateril, karena korban umumnya 
diperlakukan seperti barang dagangan yang diperjualbelikan, dipindahkan, dan dijual 
kembali, serta dirampas hak asasinya, bahkan tidak sedikit yang mengalami kematian.
13
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UU TPPO dapat terjadi dalam berbagai bentuk, namun biasanya bertujuan untuk 
mengeksploitasi korban untuk keuntungan orang lain. Secara ringkas, TPPO memiliki 
3(tiga) unsur, yaitu:
14
  
1. Proses yang dilakukan biasanya pelaku memindahkan korban jauh dari komunitasnya 
dengan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan atau menerima.  
2. Cara yang dilakukan adalah pelaku menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan/posisi rentan, atau jeratan utang 
untuk mendapat kendali atas diri korban sehingga dapat melakukan pemaksaan.  
3. Tujuannya adalah ditujukan untuk eksploitasi atau menyebabkan korban tereksploitasi 
untuk keuntungan finansial pelaku. Eksploitasi selalu dihubungkan dengan prostitusi, 
mengurung korban dengan kekerasan fisik atau psikologis (kerja paksa), menempatkan 
korban dalam situasi jeratan hutang atau perbudakan. Dalam beberapa kasus 
eksploitasi dapat juga berarti pemanfaatan atau transpalasi organ tubuh.  
Adapun macam penjeratan utang yang dilakukan, diataranya sebagai berikut:
15
 
1. Perdagangan orang untuk eksploitasi pekerja/buruh migran. Pada dasarnya tujuan 
untuk menjadi pekerja/buruh migran didorong desakan ekonomi. Umumnya mereka 
menjadi buruh kasar manual yang dikirim dari berbagai daerah, untuk bekerja di sektor 
domestik atau industri, baik di dalam maupun di luar negeri. Kebanyakan dari mereka 
adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur. walaupun banyak juga laki-laki.  
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2. Perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Banyak perempuan terutama 
gadis di Indonesia mcnjadi korban eksploitasi seksual. Umumnya mereka 
menginginkan perbaikan nasib dengan meningkatkan penghasilan/pola hidup yang 
konsumtif, walaupun banyak juga yang tertipu dan masuk ke industri seks komersial 
karena ingin mcngatasi kemiskinan. Ada juga modus lain dari eksploitasi seksual ini 
diawali dcngan pcngiriman duta budaya (smuggling).  
3. Perdagangan orang untuk tujuan perkawinan kontrak. Banyaknya warga ncgara asing 
yang bekerja di Indonesia, khususnya daerah terpcncil menumbuhkan fenomena baru 
yaitu kawin kontrak. 
para gadis direkrut olch calo untuk dikawinkan dengan laki-laki warga negara 
asing, yang tidak diketahui dengan jelas apa harapan laki-laki tersebut. Dari banyak 
kasus laki-laki yang melakukan kawin kontrak ini berasal dari Timur Tcngah, Taiwan 
dan Hongkong Kawin kontrak ini sering disamarkan melalui kawin siri (kawin di 
bawah tangan).  
4. Perdagangan orang untuk tujuan adopsi anak.  
Umumnya terjadi pada anak-anak di bawah umur. Modusnya dapat berlatar 
belakang adopsi, tetapi banyak juga yang berupa penculikan. Dalam kasus adopsi, 
pelaku umumnya mencari korban (ibu-ibu) dari keluarga yang tingkat ekonomi rendah 
(miskin). Pelaku membiayai korban sejak dari calon bayi berada dalam kandungan, 
sampai biaya perawatan kehamilan dan biaya melahirkan. Setelah korban melahirkan 
anak yang diinginkan, pelaku memberikan bantuan dana sekedar untuk biaya hidup 
dan bantuan ekonomi. Bayi yang baru lahir kemudian dijual dan diserahkan kepada 
pemesan. Apabila dilihat dari status bayi, seandainya benar terjadi adopsi maka akan 
58 
 
 
 
menguntungkan, karena akan menjadi anak angkat orang kaya, sehingga kehidupannya 
akan terjamin. Sedangkan bagi orang tua. Hal ini tidak dibenarkan dari sisi hukum, 
karena setiap orang tua wajib dan harus melindungi anak-anaknya. Modus ini sering 
terjadi justru untuk menghindari prosedur adopsi yang sebenamyaa yang telah 
ditentukan menurut hukum. Dalam kasus transpalansi organ tubuh, biasanya dilakukan 
dengan penculikan dan bukan untuk adopsi. Melainkan untuk dijual kepada orang 
tertentu (orang kaya/ ekonomi tinggi), yang membutuhkan organ tubuh tertentu untuk 
kemudian ditranspalansi organ tubuhnya.  
Mengingat korban dalam tindak pidana perdagangan orang ini biasa laki-laki atau 
perempuan, dewasa ataupun anak-anak, maka Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hanya menyebutkan orang dan 
tidak secara khusus menyebut anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Meski demikian, 
dalam Bab I tentang Ketentuan Umum pada Pasal 1 ayat di sebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan: 
16
 
Menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa: 
17
 
Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan 
atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun 
memperoleh persetuujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk 
tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 
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 Sukirno, Siti, Jumadi, “ Sistem Sanksi Perdagangan Anak Menurut Hukum Islam,” Jurnal Diskursus 
Islam, (Makassar) Vol 6 Nomor 2, Agustus 2018, hlm. 312. 
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 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 
ayat 2.. 
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dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah)‛. 
 
Tindak pidana perdagangan orang dengan berkedok pengangkatan anak juga 
sering terjadi. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 
2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengangkatan anak 
yang bertujuan mengeksploitasi anak dapat dikenal hukum pidana penjara :
18
 
 
Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau 
memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)‛. 
 
C. Perdagangan Anak Melalui Adopsi Dalam Hukum Pidana Islam 
Perdagangan orang dalam sejarah Islam sebenarnya terjadi semenjak adanya 
perbudakan. Perbudakan terjadi pada umat terdahulu jauh sebelum Nabi Muhammad saw 
diutus. Diantara salah satu sebab suburnya perbudakan waktu itu adalah seringnya terjadi 
peperangan antar kabilah dan bangsa, di samping itu terdapat juga faktor lain seperti 
perampokan, perampasan, penculikan, kemiskinan, ketidakmampuan dalam membayar 
utang dan lain sebagainya, serta didukung pula dengan adanya pasar budak pada masa 
itu.
19
 
Perbudakan manusia terhadap manusia telah berjalan berabad-abad lamanya. 
Tetapi, para ahli sejarah tidak dapat menentukan kapan permulaan perbudakan itu 
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 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 5. 
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dimulai. Sebagian ahli sejarah, berpendapat bahwa perbudakan itu dimulai bersamaan 
dengan perkembangan manusia, karena sebagian manusia memerlukan bantuan tenaga 
dari sebagaian manusia lainnya. Karena sebagian manusia merasa mempunyai kekuatan, 
maka lahirlah keinginan menguasai orang lain. Setiap orang yang mempunyai budak akan 
dianggap mempunyai status sosial yang tinggi, sehingga hal ini merupakan suatu hal 
yang umum terjadi.
20
 
Perdagangan orang juga terdapat pada zaman sebelum Islam atau disebut dengan 
zaman jahilliyah (era kebodohan). Pada zaman ini banyak orang yang tidak memahami 
bahwa manusia adalah ciptaan Allah swt, yang merdeka (bebas), serta otonom, dan harus 
dihormati. Kelompok-kelompok yang paling rentan sebagai sasaran penindasan dan 
penghinaan adalah perempuan, anak-anak dan orang-rang yang miskin. Penindasan oleh 
yang kaya dan kuat banyak terjadi terhadap yang miskin dan lemah dan perbuatan ini 
tidak dianggap sebagai pelanggaran.
21
 
Tindak pidana perdagangan orang, terutama yang menjadi korban adalah anak-
anak akan mengancam perkembangan pada anak-anak. Pada tujuan hukum Islam adalah 
memelihara agama (hifz al-din), memelihara jiwa (hifz al-nafs), memelihara akal (hifz al-
aql), memelihara keturunan (hifz al-nasl), dan memelihara harta (hifz al-mal), 
mengakibatkan anak akan kehilangan hak tidak mendapatkan hak untuk beribadah 
dengan tenang, tidak mendapatkan hak perlindungan dan keselamatan jiwanya, tidak 
mendapatkan hak untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas dan independen, tidak 
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mendapatkan hak atas kehormatan organ reproduksinya, dan tidak mendapatkan hak-hak 
atas harta hasil pekerjaanya.
22
 
Karena pada dasarnya anak dilahir untuk hidup, merdeka dan merasakan 
keamanan. Jaminan mengenai kemerdekaan dan kebebasan manusia dalam pengakuan 
Islam tentang martabat manusia, baik dalam pandangan Allah swt maupun dalam 
pandangan sesama makhluk.48 Pengakuan kemuliaan martabat manusia antara lain 
dijelaskan firman Allah swt dalam QS al-Isra‟ (17:70) 
                           
             
Terjemahan : 
“Dan Sesungguhn, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut 
mereka di daratan dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan 
Kami lebihkan mereka dengan kelebihan mereka di atas banyakan makhluk yang  Kami 
ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” QS al-Isra‟ (17:70)23 
 
Ayat ini menjelaskan sebab anugerah yakni karena manusia adalah makhluk unik 
yang memiliki kehormatan dalam kedudukannya sebagai manusia, baik taat beragama 
atau tidak. Dengan bersumpah sambil mengukuhkan pernyataanya dengan kata (دق ) qad, 
ayat ini menyatakan bahwa dan Kami, yakni Allah swt bersumpah bahwa sesungguhnya 
telah kami muliakan anak cucu adam, dengan bentuk tubuh yang bagus, kemampuan 
berbicara dan berpikir, serta berpengetahuan dan Kami beri juga mereka, atau yang Kami 
ilhami mereka pembuatannya, agar mereka dapat menjelajahi bumi dan angkasa yang 
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kesemuanya Kami ciptakan untuk mereka dan kami juga beri mereka rezeki dari yang 
baik-baik, sesuai kebutuhan mereka, lagi lezat dan bermanfaat untuk pertumbuhan fisik 
dan perkembangan jiwa mereka dan kami lebihkan mereka atas banyak, makhluk dari 
siapa yang telah Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Kami lebihkan mereka 
dari hewan, dengan akal, dan daya cipta, sehingga menjadi makhluk bertanggung jawab. 
Kami lebihkan yang taat dari mereka atas malaikat karena ketaatan malaikat tanpa 
tantangan.
24
 
Hukum pidana Islam sebagai sebuah aturan yang diyakini oleh masyarakat Islam 
sebagai aturan yang diyakini oleh masyarakat Islam sebagai aturan yang bersumber dari 
Allah swt dan Rasulnya (al-Qur‟an dan Sunnah) dan harus dilaksanakan secara 
konsekuen oleh masyarakat yang menganut ajaran Islam itu sendiri. Dalam hukum pidana 
Islam memiliki tujuan untuk mencegah kejahatan, yaitu:
25
 
1. Pencegahan dari aspek akidah atau iman, sebab dengan keimanan seseorang merasa 
terawasi oleh Allah swt, karena orang yang melakukan kejahatan apa saja di dunia 
disebabkan karena tidak memngingat Allah swt atau dengan kata lain imamnya tidak 
sedang, bersama dengannya, 
2.  Pencegahan dari aspek ibadah. Ibadah yang dilakukan dengan baik akan berdampak 
pada kebaikan perilaku, 
3. Pencegahan dari segi keadilan sosial. Masyarakat pada Islam khususnya sudha diberi 
kesempatan untuk berusaha dan bekerja untuk memenuhu kebutuhannya dengan 
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mencari pekerjaan yang halal lagi baik dan mencegah diri dari perbuatan yang tidak 
baik atau tidak halal, 
4. Pencegahan dari segi amar makruf dan nahi mungkar. Tugas ini menjadi kewajiban 
semua masyarakat Islam untuk senantiasa beramal makruf dan mencegah diri dari 
perbuatan keji dan mungkar. Tujuan ini menjadi hal pokok dalam menegakkan syariat 
Islam. 
Adapun jika dihubungkan dengan tindak pidana perdagangan dengan hukum pidana 
Islam, maka dibagi menjadi beberapa jenis hukuman, yaitu:
26
 
a. Jari>mah ḥudūd 
Jari>mah ḥudūd merupakan hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagi 
perbuatan melanggar hukuman yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh 
nash, yaitu hukuman had (hak Allah swt) yang jumlahnya terbatas. 
 Dalam hal, perdagangan orang khususnya yang menjadi objek kejahatan adalah 
anak-anak yaitu penculikan dengan cara kekerasan dan menampung dengan tujuan 
untuk mengeksploitasi anak-anak. Perdagangan anak merupakan salah satu kejahatan 
yang membuat kerusakan dan membuat rasa tidak aman bagi orangtua terhadap 
anaknya. Dalam segi hukumannya, Allah swt berfirman dalam QS al-Maidah/5:33 
yaitu, 
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                       
                         
                  
Terjemahan :  
 
“Hukuman bagi orang-orang  yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan 
membuat kerusakan di bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong 
tangan dan kaki mereka secara silang[275], atau diasingkan dari tempat 
kediamannya. yang demikian kehinaan bagi  mereka didunia, dan di akhirat 
mereka mendapat azhab yang besar.” QS al-Maidah 5:3327 
 
[275] Memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan sekali 
lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan. 
   
Jari>mah ḥudūd merupakan tindak pidana yang paling serius dan berat 
dalam hukum pidana Islam.
28 Jari>mah ḥudūd dalah jarimah yang diancam dengan 
hukuman ḥad, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah hukuman ḥad 
adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syarā’ dan merupakan hak Allah. 
Dengan demikian ciri khas Jari>mah ḥudūd itu sebagai berikut:  
a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah 
ditentukan oleh syarā’ dan tidak ada batas minimal dan maksimal.  
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b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak 
manusia di samping hak Allah make hak Allah yang lebih dominan.
29
  
Jari>mah ḥudūd  ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut:  
a) Jari>mah zina. Bentuk hukuman ada tiga yaitu hukuman cambuk/dera/jilid, 
pengasingan dan rajam.  
b) Jari>mah qażaf (menuduh zina). Bentuk hukuman yaitu dikenakan dua hukuman, 
hukuman pokok berupa dera/jilid 80 kali dan hukuman tambahan berupa tidak 
diterimanya kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup.  
c) Jari>mah syurbul khamr (minum-minuman keras). Bentuk hukumannya yaitu di 
dera dengan dua pelepah karma sebanyak empat puluh kali.  
d) Jari>mah pencurian (sariqah). Bentuk hukuman yaitu dipotong kedua tangannya. 
e) Jari>mah al-ḥirabah (perampokan).  Bentuk hukuman yaitu hukum mati dan 
disalib, hukuman mati, hukuman potong tangan dan kaki bersilang, hukuman 
pengasingan.  
f) Jari>mah riddah (keluar dari Islam). Bentuk hukumamnya adalah hukuman mati. 
g) Jari>mah al-baghy (pemberontakan). Bentuk hukumannnya adalah hukum bunuh.30 
b.  Jari>mah Qisas/Diyat 
Jarimah Qisas adalah bentuk hukuman bagi pelaku jarimah terhadap jiwa dan 
anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Adapun Diyat merupakan hukuman 
bagi pelaku jarimah dengan objek yang sama (nyawa dan anggota badan), tetapi 
dilakukan tanpa sengaja. 
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Dalam hal, perdagangan anak sebagai salah satu kejahatan yang yang mengancam 
kelangsungan hidup sebagai manusia yang memiliki hak untuk hidup. Namun, dalam 
kasus trafficking, anak kadang menjadi korban pembunuhan, dimana organ tubuhnya 
dijual untuk diperjualbelikan. Perbuatan tersebut menjadi bahaya bila anak-anak yang 
menjadi target korbannya karena mereka masih polos dan mudah dipengaruhi oleh 
pelaku trafficking.  
Jari>mah Qisas/Diyat ini hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan 
Penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu : 
31
 
a) Pembunuhan sengaja  
b) Pembunuhan menyerupai sengaja  
c) Pembunuhan karena kesalahan   
d) Penganiayaan sengaja 
e) Penganiayaan tidak sengaja  
Dalam segi hukumannya, Allah swt berfirman dalam QS al-Maidah/5:32 yaitu, 
                            
                            
                      
     
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Terjemahan: 
“oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: 
Barangsiapa yang membunuh seorang, bukan karena orang itu (membunuh) orang 
lain[273], atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan 
Dia telah membunuh semua manusia [274]. dan Barangsiapa yang memelihara 
kehidupan seorang manusia, Maka seakan-akan  Dia telah memelihara kehidupan 
manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul 
Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas,.
32
 
[273] Yakni: membunuh orang bukan karena qishaash. 
[274] Hukum ini bukanlah mengenai Bani Israil saja, tetapi juga mengenai 
manusia seluruhnya. Allah memandang bahwa membunuh seseorang itu adalah 
sebagai membunuh manusia seluruhnya, karena orang seorang itu adalah anggota 
masyarakat dan karena membunuh seseorang berarti juga membunuh keturunannya. 
 
c. Jari>mah ta’zi>r 
Jari>mah ta’zi>r adalah hukuman yang belum ditetapkan syara‟ dan diserahkan 
sepenuhnya kepada ulil amri untuk menetapkannya. Jarimah ta’zi>r ini jenisnya 
beragam, nammun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, 
yaitu: 
a. Hukuman ta’zi>r yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera), 
b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman 
penjara dan pengasingan, 
c. Hukuman ta’zi>r  yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan atau 
perampasan harta, dan penghacuran barang, 
d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan 
umum. 
Dari segi sifatnya, jarimah ta’zi>r  dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu:  
a) Ta’zi>r  karena melakukan perbuatan maksiat;  
                                                          
32
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : Syaamil Qur‟an 2011),  hlm. 423. 
 
68 
 
 
 
b) Ta’zi>r  karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum;  
c) Ta’zi>r karena melakukan perbuatan pelanggaran. Jari>mah ta’zi>r  dilihat dari hak 
yang dilanggar dibagi menjadi dua bagian yaitu: 
1) Jari>mah ta’zi>r  yang menyinggung hak Allah.  
2) Jari>mah ta’zi>r  yang menyinggung hal individu.  
Dari segi dasar hukum (penetapannya), Ta’zi>r dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:  
a) Jari>mah ta’zi>r yang berasal dari Jari>mah ḥudūd  atau jari>mah qiṣāṣ  tetapi syarat-
syaratnya tidak terpenuhi,  atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak 
mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.  
b) Jari>mah ta’zi>r yang jenisnya disebutkan dalam nas syarā’ tetapi hukumannya 
belum ditetapkan, seperti suap, riba, dan mengurangi takaran dan timbangan.  
c) Jari>mah ta’zi>r  yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara‟. 
Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulul amri.
33
 
Abdul Aziz Amir membagi  Jari>mah ta’zi>r  secara rinci kepada beberapa 
bagian yaitu:  
a) Jari>mah ta’zi>r  yang berkaitan dengan pembunuhan;  
b) Jari>mah ta’zi>r  yang berkaitan dengan pelukaan;  
c) Jari>mah ta’zi>r  yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan 
kerusakan akhlak;  
d) Jari>mah ta’zi>r  yang berkaitan dengan harta;  
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e) Jari>mah ta’zi>r  yang berkaitan dengan kemaslahatan individu;  
f) Jari>mah ta’zi>r  yang berkaitan dengan keamanan umum.34 
Dalam hal, perdagangan anak merupakan salah satu kejahatan kontemporer 
atau jenis perbudakan modern. Dibutuhkan suatu regulasi dan ketegasan oleh 
pemerintah atau ulil amri dengan tujuan memberikan pengawasan dan sanksi yang 
berat terhadap kejahatan perdagangan anak yang sangat meresahkan di masyarakat. 
Perdagangan dibuthkan perhatian yang seius dari semua pihak bai dari pemerintah, 
lembaga penegak hukum, lingkungan dan masyarakat dan terutama orangtua untuk 
bersam-sama mencegah dan melaporkan apabila terdapat peristiwa perdagangan 
anak.
35
 
Saat ini, perdagangan orang telah meluas, baik dalam bentuk jaringan kejahatan 
terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Perdagangan orang juga menggunakan 
berbagai modus operandi yang berbeda-beda dengan lokasi di dalam dan di luar 
negeri. Kegiatan perdagangan orang terutama anak-anak makin marak berkembang 
karena kegiatan ini mampu memberikan keuntungan finansial yang sangat besar bagi 
pelakunya sehingga menjadi ancaman yang berbahaya bagi masyarakat di desa 
maupun di kota.
36
 
Kejahatan perdagangan manusia terutama perempuan dana anak berkembang 
karena adanya berbagai faktor pendorong, satu diantaranya yaitu faktor kemiskinan. 
Masyarakat miskin yang berada di daerah-daerah terpencil dijanjikan pekerjaan yang 
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gajinya besar mendorong anak-anak tersebut terdorong untuk mengikuti ajakan dari 
para pelaku. Kondisi tingkat kemiskinan tersebut semakin mudah untuk dipengaruhi 
dika dibarengi dengan tingkat pendidikan yang rendah. Masyarakat tidak memiliki 
pengetahuan yang cukup untuk menganalisis ajakan dari para pelaku yang 
menawarkan gaji yang besar jika tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang 
tersebut tidak ada.
37
 
Selain itu, adanya pola hidup serba instan dan konsumtif, yaitu suatu pola 
hidup yang ingin cepat mendapatkan kekayaan dengan jalan yang cepat dan dengan 
kerja yang tidak berat. Kondisi pola hidup instan ini akan semakin mudah 
terpengaruh, apabila dibarengi dengan pola konsumtif terhadap pemenuhan semua 
kebutuhan dengan cepat. Saat ini, gejalanya bukan merupakan fenomena sosial biasa 
yang disebabkan oleh faktor kemiskinan dan ketertinggalan di bidang pendidikan 
semata, tetapi sudah menjadi fenomena pelanggarna hukum dan pelanggaran terhadap 
hak asasi manusia sebagai akibat dari adanya praktik tindak kejahatan yang 
dilakukan, baik secara perorangan maupun jejaring sindikat dengan maksud untuk 
mengeksploitasi korban demi keuntungan pelaku dan jaringannya.
38
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BAB IV 
ANALISIS  PERDAGANGAN ANAK MELALUI ADOPSI  
A. Analisis Perdagangan Anak Melalui Adopsi Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 
2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  
Salah satu modus TPPO yang saat ini mendapat sorotan dari berbagai pihak 
adalah perdagangan anak berkedok adopsi. Kasus perdagangan anak berkedok adopsi ini, 
paling banyak ditemukan dan diungkap oleh penegak hukum di Sumatera Utara. 
Walaupun demikian, bukan berarti perdagangan anak berkedok adopsi hanya terjadi di 
Provinsi Sumatera Utara saja. Secara subyektif, penulis menduga bahwa kasus 
perdagangan anak berkedok adopsi terjadi juga dengan merata di seluruh wilayah 
Indonesia, namun belum terungkap.  
Secara substansi, TPPO yang terkait dengan pengangkatan anak                                   
(adopsi) diatur dalam Pasal 5 UUPTPPO dengan rumusan delik sebagai berikut:  
“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu 
atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling 
banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.  
 
Rumusan Pasal 5 UUPTPPO mengandung 3 (tiga) unsur delik, yakni:  
1. Unsur Pelaku. Pelaku adalah subjek hukum yang melakukan TPPO. Istilah „setiap 
orang‟ yang terdapat dalam Pasal 5 UUPTPPO, menunjukan bahwa yang menjadi 
pelaku TPPO adalah „orang perseorangan‟ dan/atau korporasi (Pasal 1 angka 4 
UUPTPPO). Orang perseorangan pada konteks setiap orang ini, dalam ilmu hukum 
pidana dimaknai sebagai orang individu (naturlijk persoon), baik itu yang berwarga 
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negara Indonesia maupun asing. Sedangkan, korporasi berdasarkan Pasal 1 angka 3 
UUPTPPO, diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi 
baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.  
2. Unsur Perbuatan. Perbuatan sebagai unsur dari suatu tindak pidana dapat diartikan 
sebagai setiap tindakan aktif dan/atau pasif yang dilakukan secara sadar maupun 
tidak dan dalam konteks Pasal 5 UUPTPPO tergambar dalam kalimat: „melakukan 
pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu‟.  
3. Unsur Tujuan/Akibat. Tujuan dalam unsur ketiga ini dipahami sebagai sesuatu yang 
nantinya akan tercapai dan/atau terwujud sebagai akibat dari tindakan dari pelaku, 
dalam hal ini dengan maksud untuk dieksploitasi.  
 
Pasal 5 UUPTPPO, pada dasarnya didesain oleh perumus UUPTPPO sebagai 
delik formil untuk melakukan perlindungan terhadap anak dengan cara mencegah sedini 
mungkin terjadinya TPPO yang berkedok adopsi. Dalam konteks penegakan hukum 
terkait kasus perdagangan anak berkedok adopsi, harus diingat bahwa frasa „dengan 
maksud‟ yang terdapat dalam unsur tujuan/akibat dari rumusan delik Pasal 5 UUPTPPO 
menunjukan bahwa aspek kesengajaan dari setiap orang (pelaku) dalam melakukan 
perbuatan pidana adalah point penting yang harus dibuktikan, jika Pasal 5 UUPTPPO 
akan dipergunakan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana dari pelaku.  
Kesengajaan dalam konteks hukum pidana pemaknaannya selalu mengacu pada 
Memory van Toelichthing (MvT atau Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
Belanda/KUHPidana Belanda), yang menyebutkan bahwa: “Pidana hendaknya dijatuhkan 
hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan 
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diketahui”. Argumen ini disampaikan oleh Menteri Kehakiman Belanda, ketika memberi 
masukan pada waktu mengajukan crimineel wetboek/wetboek van strafrecht (KUHPidana 
Belanada) tahun 1881, yang kemudian menjadi KUHPidana pada tahun 1951.  
Berdasarkan pengertian tersebut, oleh kebanyakan pakar kesengajaan selalu 
dimaknai dalam 2 (dua) indikator, yaitu: „menghendaki dan mengetahui‟ atau „willens en 
wetens‟. Maksud dari istilah „menghendaki/willens‟ dalam konteks kesengajaan adalah 
menghendaki terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan arti dari istilah 
„mengetahui/wetens‟ adalah mengetahui/menginsafi akibat yang akan terjadi dari tindak 
pidana yang dilakukan. Dengan demikan, dapatlah dikatakan bahwa setiap orang disebut 
telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan sengaja, apabila setiap orang tersebut 
harus menghendaki perbuatan itu dan mengetahui/menginsafi atau menyadari tentang apa 
yang dilakukan dan akibat yang akan timbul dari padanya.  
Ada 2 (dua) teori dalam hukum pidana yang menjelaskan tentang kesengajaan, 
yakni teori kehendak dan teori membayangkan  
1. Teori Membayangkan (voorstellings theorie) yang juga dikenal sebagai Teori 
Pengetahuan ini diajarkan oleh Frank yang merupakan seorang ahli hukum Jerman, 
dalam karyanya yang berjudul, „Voorstelling und Wille in der Moderner Doluslehre‟, 
tahun 1890 dan „Ueber den Aufbaudes Schulsbegriffs‟, tahun 1907, yang pada intinya 
menerangkan bahwa tidaklah mungkin akibat dari suatu perbuatan dapat dikehendaki 
oleh pelaku. Dalam  kesengajaan, pelaku hanya dapat membayangkan atau 
mengetahui akan akibat yang timbul dari perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki 
akibat, tapi hanya dapat membayangkannya atau mengetahuinya. Teori ini 
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menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh pelaku tentang apa 
yang akan terjadi pada waktu pelaku akan melakukan suatu perbuatan pidana. 
2. Teori Kehendak (wills theorie) ini mengajarkan bahwa kesengajaan itu merupakan 
kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat 
dari tindakan itu dan akibat dikehendaki ini yang menjadi maksud dari tindakan 
tersebut. Dalam perkembangannya, Teori Kehendak (wills theorie) dikemukakan 
oleh Von Hippel dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1903 dengan judul, 
„Die Grenze Vorsatz und Fahrlassigkeit‟, bermetamorfosa dan  terbagi menjadi 2 
(dua) ajaran, yakni:  
1) Ajaran Determinisme yang berpegang teguh bahwa manusia tidak mempunyai 
kehendak bebas. Manusia hanya dapat melakukan suatu perbuatan apabila 
didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari 
luar dirinya; 
2) Ajaran Indeterminisme, yang muncul sebagai reaksi dari aliran determinasi dan 
mengajarkan bahwa walaupun untuk melakukan sesuatu perbuatan dipengaruhi 
oleh bakat dan milieu/lingkungan, tetapi manusia dapat menentukan 
kehendaknya secara bebas.  
Berdasarkan doktrin ilmu hukum pidana, Leden Marpaung (1991) mengelompokan 
kesengajaan (dolus-Perancis; opzet-Belanda; doleus-Latin) kedalam 7 (tujuh) jenis, 
yakni:  
1. Dolus aberratio ictus, yaitu dolus yang mana seseorang dengan sengaja melakukan 
tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek 
yang lain;  
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2. Dolus premeditates, yaitu dolus dengan rencana terlebih dahulu;  
3. Dolus determinatus, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya 
menghendaki matinya seseorang;  
4. Dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek, 
misalnya menembak segerombolan orang; 
5. Dolus alternatives, yaitu kesengajaan dimana pelaku dapat memperkirakan satu dan 
lain akibat. Misalnya meracuni sumur;  
6. Dolus directus, yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi 
juga kepada akibat dari perbuatannya;  
7. Dolus indirectus, yaitu bentuk kesengajaaan yang menyatakan bahwa semua akibat 
dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu 
dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Misalnya dalam pertengkaran, 
seseorang mendorong orang lain, kemudian terjatuh dan tergilas mobil (NB: dolus ini 
berlaku pada Code Penal Perancis, namun KUHPidana Indonesia tidak menganut 
dolus ini).  
Suatu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, maka akan terdapat 3 (tiga) 
bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan tersebut, yakni:  
a. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);  
b. kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn);  
c. kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus 
eventualis).  
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Ketiga bentuk dari kesengajaan berdasarkan tingkatatan ini, oleh banyak pakar 
dimaknai dengan cara pandang yang berbeda sesuai dengan latar belakang dan 
kepentingannya masing-masing, tetapi pada intinya dapat dijelaskan sebagai berikut:  
1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Kesengajaan sebagai maksud pada 
dasarnya merupakan perbuatan dari pelaku dengan tujuan untuk menimbulkan akibat 
yang dilarang. Dengan kata lain, pelaku benar-benar menghendaki terwujudnya akibat 
yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. 
Bentuk kesengajaan sebagai maksud ini, memiliki arti yang sama dengan 
menghendaki (willens) untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), 
menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) 
dan mengetahui serta menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu atau yang 
sering disebut dengan tindak pidana materil. 
2.  Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn). Suatu tindak pidana 
yang dilakukan dengan sengaja dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai 
kepastian apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat 
yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi pelaku menyadari dengan benar 
bahwa akibat yang dilarang pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Sederhanya, 
pelaku dalam perbuatannya tidak menghendaki akibat yang dilarang terjadi, tetapi 
dengan tindakan pelaku yang demikian, pasti akibat yang tidak dikehendaki itu akan 
terwujud.  
Dalam bentuk kesengajaan sebagai kepastian, perbuatan pelaku mempunyai 2 
(dua) akibat, yaitu: 
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1. Akibat yang memang dituju oleh pelaku yang dapat merupakan delik tertentu 
ataupun merupakan delik tersendiri. 
2. Akibat yang tidak diinginkan oleh pelaku, tapi merupakan suatu keharusan untuk 
mencapai tujuan dalam akibat pada delik tertentu.  
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus 
eventualis). Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan dari pelaku 
untuk melakukan suatu perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang 
mungkin dapat timbul yang pelaku tidak inginkan dari perbuatannya, namun begitu 
besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, pelaku tidak mundur dan siap 
mengambil resiko untuk melakukan perbuatan. 
Suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan sebagai kemungkinan, pada 
dasarnya pelaku tidak menghendaki terjadinya akibat, namun pelaku menyadari bahwa 
kemungkinan besar akan timbul akibat lain yang tidak dikehendakinya, jika perbuatan itu 
dilakukan. Dalam perbuatan dengan kesengajaan sebagai kemungkinan, yang harus 
dicermati adalah ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian ternyata 
benar-benar terjadi. Adanya kesengajaan sebagai kemungkinan diperlukan 2 (dua) syarat, 
yaitu:  
1. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik. 
2. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, maka resiko tetap diterima 
untuk mencapai apa yang dimaksud. 
UU TPPO dapat terjadi dalam berbagai bentuk, namun biasanya bertujuan untuk 
mengeksploitasi korban untuk keuntungan orang lain. Secara ringkas, TPPO memiliki 
3(tiga) unsur, yaitu:  
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1. Proses yang dilakukan biasanya pelaku memindahkan korban jauh dari komunitasnya 
dengan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan atau menerima.  
2. Cara yang dilakukan adalah pelaku menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, 
penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan/posisi rentan, atau jeratan utang 
untuk mendapat kendali atas diri korban sehingga dapat melakukan pemaksaan.  
3. Tujuannya adalah ditujukan untuk eksploitasi atau menyebabkan korban 
tereksploitasi untuk keuntungan finansial pelaku. Eksploitasi selalu dihubungkan 
dengan prostitusi, mengurung korban dengan kekerasan fisik atau psikologis (kerja 
paksa), menempatkan korban dalam situasi jeratan hutang atau perbudakan. Dalam 
beberapa kasus eksploitasi dapat juga berarti pemanfaatan atau transpalasi organ 
tubuh.  
Menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa: 
1
 
Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan 
atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun 
memperoleh persetuujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk 
tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah)‛. 
Tindak pidana perdagangan orang dengan berkedok pengangkatan anak juga 
sering terjadi. Karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 
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 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 
ayat 2.. 
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2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengangkatan anak 
yang bertujuan mengeksploitasi anak dapat dikenal hukum pidana penjara :
2
 
 
Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau 
memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)‛. 
Perdagangan orang untuk tujuan adopsi anak. Umumnya terjadi pada anak-anak di 
bawah umur. Modusnya dapat berlatar belakang adopsi, tetapi banyak juga yang berupa 
penculikan. Dalam kasus adopsi, pelaku umumnya mencari korban (ibu-ibu) dari 
keluarga yang tingkat ekonomi rendah (miskin). Pelaku membiayai korban sejak dari 
calon bayi berada dalam kandungan, sampai biaya perawatan kehamilan dan biaya 
melahirkan. Setelah korban melahirkan anak yang diinginkan, pelaku memberikan 
bantuan dana sekedar untuk biaya hidup dan bantuan ekonomi. Bayi yang baru lahir 
kemudian dijual dan diserahkan kepada pemesan. Apabila dilihat dari status bayi, 
seandainya benar terjadi adopsi maka akan menguntungkan, karena akan menjadi anak 
angkat orang kaya, sehingga kehidupannya akan terjamin. Sedangkan bagi orang tua. Hal 
ini tidak dibenarkan dari sisi hukum, karena setiap orang tua wajib dan harus melindungi 
anak-anaknya. Modus ini sering terjadi justru untuk menghindari prosedur adopsi yang 
sebenamyaa yang telah ditentukan menurut hukum. Dalam kasus transpalansi organ 
tubuh, biasanya dilakukan dengan penculikan dan bukan untuk adopsi. Melainkan untuk 
dijual kepada orang tertentu (orang kaya/ ekonomi tinggi), yang membutuhkan organ 
tubuh tertentu untuk kemudian ditranspalansi organ tubuhnya.  
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 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 5. 
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Exploitasi adalah pengusaha, pendayagunaan, pemanfaatan untuk diri sendiri, 
pengisapan pemerasan (tenaga orang) atas diri sendiri merupakan tindakan yang terpuji. 
Sehingga dapat disimpulkan eksploitasi anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan 
sendiri melalui anak di bawah umur. Dengan lain anak-anak untuk sebagai media 
mencari uang. Pengertian secara umum eksploitasi anak adalah memperkerjakanseorang 
anakdengan tujuan ingin meraih keuntungan. Eksploitasi terhadap anak sudah dilakukan 
dari hal terkecil seperti perdagangan anak melalui adopsi. 
 
B. Analisis Perdagangan Anak Melalui Adopsi Menurut Hukum Pidana Islam 
Pendapat Majelis Ulama Indonesia yang dituangkan dalam Surat Nomor U-
335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya‟ban 1402 H/10 Juni 1982 yang ditandatangani oleh Ketua 
Umum K.H. M. Syukeri Ghazali, sebagai berikut: 
a. Adopsi yang tujuan pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya 
untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut hukum Islam. 
b. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh 
ayah/ibu angkat yang beragama Islam pula, agar ke-Islamannya itu ada jaminan tetap 
terpelihara. 
c. Pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang 
biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan 
hak waris/wali mewali, dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan 
memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa masih 
sama-sama hidup sebagai hibah biasa. 
d. Adapun adopsi yang dilarang adalah: 
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Adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama, misalnya Nasrani dengan maksud 
anak angkatnya dijadikan pemeluk agama Nasrani, bahkan sedapat-dapatnya 
dijadikan pemimpin agama itu. Pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang-
orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya, biasanya berlatar belakang seperti 
tersebut di atas. Oleh karena itu hal ini ada usaha untuk menutup adopsi. 
 
Dalam hukum Islam pengangkatan anak dibenarkan dengan syarat tidak melekatkan 
nasab kepada anak angkat sehingga hukumnya tidak mempengaruhi kemahraman dan 
kewarisan. Hal ini dipahami dari dalil surah al-Ahzab ayat 37,  
                              
                         
                                  
           
Terjemahan : 
  
“dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad)  berkata kepada orang yang diberi 
nikmatoleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankanlah 
terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam 
hatimuapa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia,padahal 
Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ,ketika Zaid telah mengakhiri keperluan 
terhadap istrinya (menceraikannya), kami nikahkan engkau dengan dia (zainab)[682] 
agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak 
angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya 
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terhadap istrinya. Dan ketetpan Allah itu suatu ketetapan Allah ituparti terjadi. QS. al-
Ahzab ayat 37
3
 
[628] setelah habis idahnya. 
 
Dimana asbabun nuzulnya adalah ketika Nabi saw diperintah Allah saw untuk 
menikahi Zainab yang merupakan bekas isteri dari anak angkatnya yang bernama Zaid. 
Islam mengakui bahwa pengangkatan anak adalah  hal yang mulia karena sama halnya 
menolong anak-anak yang membutuhkan pertolongan seperti pengangkatan terhadap 
anak yatim piatu. 
Namun meskipun adopsi anak adalah perbuatan yang mulia, harus dipahami 
bahwa ada batas-batas yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Seperti karena tidak 
mempengaruhi kemahraman, maka tidak dibenarkan jika anak tersebut sudah baligh 
diperlakukan seperti anak sendiri. 
Perdagangan orang dalam sejarah Islam sebenarnya terjadi semenjak adanya 
perbudakan. Perbudakan terjadi pada umat terdahulu jauh sebelum Nabi Muhammad saw 
diutus. Diantara salah satu sebab suburnya perbudakan waktu itu adalah seringnya terjadi 
peperangan antar kabilah dan bangsa, di samping itu terdapat juga faktor lain seperti 
perampokan, perampasan, penculikan, kemiskinan, ketidakmampuan dalam membayar 
utang dan lain sebagainya, serta didukung pula dengan adanya pasar budak pada masa itu.  
Trafficking dalam bentuk perbudakan sudah ada sejak sebelum Islam datang 
bahkan menjadi tradisi dalam sistem sosial masyarakat pra Islam. Dalam perspektif 
sejarah sosial hukum Islam,  trafficking dalam bentuk apapun dilarang dalam Islam 
karena melanggar hak dan martabat kemanusiaan. Dan solusi untuk pemberantasan 
Trafficking adalah mentransformasikan konsep Islam mengenai pemanfaatan zakat dalam 
                                                          
3
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung : Syaamil Qur‟an 2011),  hlm. 423. 
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menangani masalah trafficking secara praktis. Artinya pemberian zakat secara langsung 
terhadap korban trafficking sebagai kelompok riqab dan memungsikan zakat sebagai 
pendukung dalam pendanaan program-program pemberantasan trafficking. Disamping itu 
penanganan masalah trafficking, dilakukan dengan upaya-upaya dan langkah-langkah 
struktural dan kul-tural, strategis dan praktis.  
Perbudakan manusia terhadap manusia telah berjalan berabad-abad lamanya. 
Tetapi, para ahli sejarah tidak dapat menentukan kapan permulaan perbudakan itu 
dimulai. Sebagian ahli sejarah, berpendapat bahwa perbudakan itu dimulai bersamaan 
dengan perkembangan manusia, karena sebagian manusia memerlukan bantuan tenaga 
dari sebagaian manusia lainnya. 
Karena pada dasarnya anak dilahirkan untuk hidup, merdeka dan merasakan 
keamanan. Jaminan mengenai kemerdekaan dan kebebasan manusia dalam pengakuan 
Islam tentang martabat manusia, baik dalam pandangan Allah swt maupun dalam 
pandangan sesama makhluk. Pengakuan kemuliaan martabat manusia antara lain 
dijelaskan firman Allah swt dalam QS al-Isra (17:70) : 
                           
            
Terjemahan : 
“Dan Sesungguhn, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut 
mereka di daratan dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan 
Kami lebihkan mereka dengan kelebihan mereka di atas banyakan makhluk yang  Kami 
ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” QS al-Isra‟ (17:70)4 
 
                                                          
4
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung : Syaamil Qur‟an 2011),  hlm. 289. 
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Perdagangan anak melalui adopsi tidak termasuk dalam Jari>mah ḥudūd karena 
dalam Jari>mah ḥudūd hukumannya sudah ditentukan oleh nash yaitu ḥad. Perdagangan 
anak melalui adopsi juga tidak termasuk dalam jari>mah qiṣāṣ diyat karena tidak termasuk 
dalam macam qiṣāṣ, macam qiṣāṣ yaitu pembunuhan dan penganiayaan. 
Sedangkan dalam hukum pidana islam, perdagangan orang melalui adopsi 
dianggap merusak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai Tuhan. Sanksi 
terhadap pelaku perdagangan anak melalui adopsi berupa hukuman ta’zi>r. Jari>mah ta’zi>r 
perdagangan anak melalui adopsi dikenai hukuman ta’zi>r, sedangkan ta’zi>r menurut 
bahasa adalah menolak, kebesaran, pengajaran. Menurut istilah hukuman yang bersifat 
pengajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak diancam hukuman had (khusus) atau 
kejahatan yang sudah pasti ketentuan hukumnya, tetapi syarat-syaratnya tidak cukup. 
Karena pengangkatan anak boleh saja menurut Islam dengan tujuan pemeliharaan, 
pemberian bantuan dan lain-lain yang sifatnya untuk kepentingan anak. Anak yang 
beragama Islam pula harus diangkat ayah/ibu angkatnya beragam islam agar 
keislamannya itu ada jaminan tetap terpelihara. Adapun adopsi yang dilarang itu 
adopsi oleh beda agama, pengangkatan anak angkat Indonesia oleh orang-orang Eropa 
dan Amerika atau lain-lainnya, biasanya berlatar belakang seperti di atas, oleh karena 
itu hal ini ada usaha untuk menutup adopsi. Di dalam hukum Islam pengangkatan anak 
dibenarkan dengan syarat tidak melekat nasab kepada anak angkat. Perdagangan anak 
dalam sejarah Islam, perdagangan seperti perbudakan manusi yang dianggap hak dasar 
manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai Tuhan. Sanksi dalam pelaku 
perdagangan anak melalui adopsi berupa hukuman ta’zi>r, karena belum ada ketentuan 
yang jelas dalam Al-Qur‟an mengenai bentuk dan ukurannya. Jari>mah ta’zi>r  hukuman 
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yang belum ditetapkan syara‟ dan diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri untuk 
menetapkan. Perdagangan dibutuhkan perhatian yang serius dari semua pihak baik 
pemerintah.  
Dijelaskan dalam hukum positif dan hukum Islam persamaan perdagangan anak 
melalui adopsi sudah melakukan tindak pidana yang perbuatan yang dilarang oleh 
suatu aturan hukum larangan dengan nama disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana tidak dapat penjelasan mengenai apa yang sebenernya. Perbuatan yang 
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang 
tindak pidana. Seperti pelanggaran terhadap undang-undang perdagangan anak melalui 
adopsi tercantum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang dan hukum Islam perdagangan anak melalui adopsi termasuk dalam huuman 
ta‟zir hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa hukumannya ditentukan 
oleh syara hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah. 
Hukumannya diserahkan pada hakim atau penguasa, hakim diberi kewenangan untuk 
menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta‟zir. 
 
C. Persamaan Dan Perbedaan Perdagangan Anak Melalui Adopsi Menurut 
Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang Dan Hukum Pidana Islam 
Dalam pembahasan selanjutnya, setelah melihat pandangan dari Undang-Undang 
No 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hukum 
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Pidana Islam tentang Perdagangan Anak Melalui Adopsi. Bisa terlihat adanya 
persamaan dan perbedaan darikejahatan Perdagangan Anak Melalui Adopsi. 
1. Persamaan  
Perdagangan Anak Melalui Adopsi dalam pandangan Undang-Undang No 21 
Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hukum Pidana 
Islam memiliki persamaan yaitu bahwa kejahatan Perdagangan Anak Melalui 
Adopsi ini termasukke dalam kejahatan yang melanggar hukum dan keduanya 
mengatur tentang mengenai sanksi bagi pelakunya. 
Dijelaskan dalam hukum positif sudah ada aturannya dalam Undang-Undang 
No 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 5 :5 
Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau 
memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)‛. 
Eksploitasi adalah pendayagunaan, pemanfaatan untuk diri sendiri, 
pengisapan pemerasan (tenaga orang) atas diri sendiri merupakan tindakan yang 
terpuji. Sehingga dapat disimpulkan eksploitasi anak adalah pemanfaatan untuk 
keuntungan sendiri melalui anak di bawah umur. Dengan lain anak-anak untuk 
sebagai media mencari uang. Pengertian secara umum eksploitasi anak adalah 
memperkerjakan seorang anak dengan tujuan ingin meraih keuntungan. Eksploitasi 
terhadap anak sudah dilakukan dari hal terkecil seperti perdagangan anak melalui 
adopsi. 
Sedangkan dalam hukum Islam perdagangan anak melalui adopsi 
hukumannya ta’zi>r.  Jari>mah ta’zi>r  adalah hukuman yang belum ditetapkan syara‟ 
                                                          
5
 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 5. 
87 
 
 
 
dan diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri untuk menetapkannya. Jari>mah ta’zi >r  
ini jenisnya beragam, nammun secara garis besar dapat yaitu: Hukuman ta’zi>r yang 
mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera), Hukuman yang berkaitan 
dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan, 
Hukuman ta’zi>r yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan atau 
perampasan harta, dan penghacuran barang, Hukuman-hukuman lain yang 
ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum. Hukumannya diserahkan pada 
hakim atau penguasa, hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi 
pelaku Jari>mah ta’zi>r  .  
2. Perbedaan 
Tindak Pidana mengenai Perdagangan Anak Melalui Adopsi dalam Undang-
Undang No 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan 
Hukum Pidana Islam tentang Perdagangan Anak Melalui Adopsi. Memiliki 
perbedaan yaitu sanksi hukumnya, perbedaan tersebut adalah sebagi berikut : 
Dalam hukum positif perdagangan anak melalui adopsi diatur dalam Undang-
Undang No 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 
Undang-Undang No 12 Tahun 2017 tentang Konversasi Asean Menentang 
Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak. Sedangkan dalam hukum 
pidana Islam berupa sanksi ta’zi>r. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai skripsi, maka penulis dapat 
mengambil kesimpulan mengenai perdagangan anak melalui adopsi dalam UU No 21 
Tahun 2007 dan Hukum Pidana Islam yaitu : 
1. Pengangkatan anak atau adopsi bukan termasuk perdagangan anak. Pengangkatan 
anak akan dikatakan resmi bila yang bertujuan untuk melindungi, memberi 
bantuan dan lain-lain yang untuk kepentingan anak. Bila pengangkatan anak 
bertujuan untuk perdagangan anak itu tidak diperbolehkan. 
2. Pengangkatan anak atau adopsi menurut hukum Islam dan hukum positif boleh 
saja. Dengan tujuan untuk pemeliharaan, pemberian bantuan dan lain-lain yang 
sifatnya untuk kepentingan anak. Dalam hukum Islam pengangkatan anak 
dibenarkan dalam syariat tidak melekat nasab kepada anak angkat. Bila nama 
adopsi dipergunakan dalam melakukan perdagangan anak untuk kepentingan diri 
sendiri di dalam hukum islam akan diberi sanksi berupa hukuman ta’zi>r  
hukuman, karena belom ada kententuan jelas  dalam Al-Qur’an. Jari>mah ta’zi >r  
hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada ulil amri untuk menetapkannya. 
Hukum ta’zir ialah sanksi hukum dan teknis pelaksanaannya tidak disebutkan 
secara jelas di dalam al-Qur’an ataupun hadis, melainkan diserahkan kepada 
hakim atau penguasa setempat sehingga apabila dikontekskan dengan masa 
sekarang yaitu dengan UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang, karena undang-undang tersebut termasuk kategori 
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Siyasah Wad’iyyah. Selain itu, sesuai dengan metode maslahat mursalah yang 
berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum 
maka diperlukan sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak melalui 
adopsi atau pengangkatan anak karena perbuatan tersebut dapat mengancam 
terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain itu, sebagai 
alternatif untuk mengurangi kejahatan tindak pidana perdagangan anak melalui 
adopsi  atau pengangkatan anak sesuai tujuan pemidanaan dalam Islam yaitu 
sebagai pembalasan, sebagai pencegahan, dan sebagai pemulihan/perbaikan maka 
sanksi bagi pelaku perdagangan anak melalui adopsi atau pengangkatan anak 
seharusnya bisa lebih berat dari kedua undang-undang tersebut. Sedangkan dalam 
hukum positif sudah tercantum dalam UU No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak 
Pidana Perdagangan Orang dan UU No 12 Tahun 2017 Tentang Konversasi 
Asean Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak. 
3. Perdagangan anak melalui adopsi persamaan menurut UU No. 21 Tahun 2007 
Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Hukum Pidana Islam, sama – 
sama melanggar aturan hukum melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
Sedangkan perbedaan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana 
Perdagangan Orang sudah dijelaskan dalam Pasal 1 dan Pasal 5 dan juga di 
jelaskan dalam UU No. 12 Tahun 2017, sementara dalam Hukum Pidana Islam 
sudah diberi sanksi hukumannya ta’zi>r . 
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B. Saran-saran  
1. Diharapkan kepada pihak yang berwenang agar memberikan hukuman yang 
seberat-beratnya. 
2. Kebijakan hukum tentang perdagangan anak melalui adopsi tidak cukup dengan 
Undang-Undang No 21 Tahun 2007, melainkan perlu adanya peraturan-peraturan 
lain yang harus diterapkan untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan 
penegakannya. 
3. Diharapkan kepada masyarakat agar tidak melakukan perdagangan anakmelalui 
adopsi, karena perbuatan tersebut sangat bertentangan baik dengan hukum positif 
maupun dengan hukum islam. 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  21 TAHUN  2007
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG  MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a.  bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan
harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-
undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan
anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan
harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi
manusia, sehingga harus diberantas;
c. bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk
jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak
terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam
negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat,
bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma
kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak
asasi manusia;
d. bahwa keinginan untuk mencegah dan menanggulangi
tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-
nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk
melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan
terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan
kerja sama;
e. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perdagangan orang belum memberikan landasan
hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam  huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu
membentuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang;
Mengingat : 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang ...
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all
Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG.
BAB I
  KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan,
pengangkutan, penampungan, pengiriman,  pemindahan, atau
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,
penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang
kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam
negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau
mengakibatkan orang tereksploitasi.
2. Tindak ...
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2. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan
atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur
tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis,
mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang
diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang
melakukan tindak pidana perdagangan orang.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan
badan hukum.
7. Eksploitasi adalah  tindakan dengan atau tanpa persetujuan
korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran,
kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa
perbudakan, penindasan,  pemerasan, pemanfaatan fisik,
seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum
memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau
jaringan  tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan
seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan
baik materiil maupun immateriil.
8. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ
tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk
mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas
pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
9. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak,
mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari
keluarga atau komunitasnya.
10. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau
melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
11. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum,
dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan
psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau
menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
12. Ancaman ...
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12. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan
hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan
tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang
menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki
seseorang.
13. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan
kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau
immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
14. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap
kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan
perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun
dalam masyarakat.
15. Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang
dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa
menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang
menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai
bentuk pelunasan utang.
BAB II
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Pasal 2
(1) Setiap orang  yang melakukan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman,  pemindahan, atau penerimaan
seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan
kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan
utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut
di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana
dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
Pasal 3 ...
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Pasal 3
Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara
Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di
wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara
lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 4
Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar
wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk
dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 5
Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan
menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud
untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus
juta rupiah).
Pasal 6
Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke
luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak
tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus
juta rupiah).
Pasal 7 ...
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Pasal 7
(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan
korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit
menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan,
atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka
ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman
pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan
Pasal 6.
(2)  Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan
matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup
dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima
milyar rupiah).
Pasal 8
(1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan
kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana
perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya
ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa
pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
(3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dicantumkan sekaligus dalam  amar putusan pengadilan.
Pasal 9
Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya
melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana
itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1
(satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta
rupiah).
Pasal 10 ...
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Pasal 10
Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk
melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan
pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,
Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
Pasal 11
Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan
jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang,
dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
Pasal 12
Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban
tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan
persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak
pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana
perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau
mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan
orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
Pasal 13
(1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh
korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh
orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama
korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik
berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain,
bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri
maupun bersama-sama.
(2)  Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh
suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka
penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan
terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
Pasal 14 ...
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Pasal 14
Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk
menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada
pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu
beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.
Pasal 15
(1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh
suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap
pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap
korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga)
kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha;
b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
c. pencabutan status badan hukum;
d. pemecatan pengurus; dan/atau
e. pelarangan  kepada  pengurus tersebut  untuk  mendirikan
    korporasi dalam bidang usaha yang sama.
Pasal 16
Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh
kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana
perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 17
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3,
dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya
ditambah 1/3 (sepertiga).
Pasal 18 ...
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Pasal 18
Korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku
tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.
BAB III
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
Pasal 19
Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan
palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan
dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah
terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7
(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00
(empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00
(dua ratus delapan puluh juta rupiah).
Pasal 20
Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan
alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi
saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana
perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh
juta rupiah).
Pasal 21
(1)   Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap
saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak
pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00
(empat puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Jika ...
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(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat,
maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus
juta rupiah).
(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka
pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana
denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam
ratus juta rupiah).
Pasal 22
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau
menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap
tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan
orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp200.000.000,00  (dua ratus juta rupiah).
Pasal 23
Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana
perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan:
a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta
kekayaan lainnya kepada pelaku;
b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
c. menyembunyikan pelaku; atau
d. menyembunyikan informasi keberadaan  pelaku,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 24 ...
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Pasal 24
Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban
padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi
atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus
dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua
ratus delapan puluh juta rupiah).
Pasal 25
Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda, maka
terpidana dapat dijatuhi pidana pengganti kurungan paling lama 1
(satu) tahun.
Pasal 26
Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan
penuntutan tindak pidana perdagangan orang.
Pasal 27
Pelaku tindak pidana perdagangan orang kehilangan hak tagihnya
atas utang atau perjanjian lainnya terhadap korban, jika utang
atau perjanjian lainnya tersebut digunakan untuk mengeksploitasi
korban.
BAB IV
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN
DI SIDANG PENGADILAN
Pasal 28
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dilakukan
berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali
ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
Pasal 29 ...
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Pasal 29
Alat bukti selain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, dapat pula berupa:
a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan
secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan
itu; dan
b. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca,
dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa
bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda
fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara
elektronik, termasuk tidak terbatas pada:
1) tulisan, suara, atau gambar;
2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; atau
3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki
makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
membaca atau memahaminya.
Pasal 30
Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi
korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa
bersalah, apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.
Pasal 31
(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup penyidik
berwenang menyadap telepon atau alat komunikasi lain yang
diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan
melakukan tindak pidana perdagangan orang.
(2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
hanya dilakukan atas izin tertulis ketua pengadilan untuk
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
Pasal 32 ...
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Pasal  32
Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan
kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran
terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa
melakukan tindak pidana perdagangan orang.
Pasal 33
(1) Dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan, pelapor berhak dirahasiakan nama dan alamatnya
atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat
diketahuinya identitas pelapor.
(2) Dalam hal pelapor meminta dirahasiakan nama dan
alamatnya atau hal-hal lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kewajiban merahasiakan identitas tersebut diberitahukan
kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan
tindak pidana perdagangan orang sebelum pemeriksaan oleh
pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan.
Pasal 34
Dalam hal saksi dan/atau korban tidak dapat dihadirkan dalam
pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat
diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.
Pasal 35
Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan, saksi dan/atau korban berhak didampingi oleh
advokat dan/atau pendamping lainnya yang dibutuhkan.
Pasal 36
(1) Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
depan sidang pengadilan, korban berhak mendapatkan
informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan
dirinya.
(2) Informasi ...
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(2) Informasi tentang perkembangan kasus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian salinan
berita acara setiap tahap pemeriksaan.
Pasal 37
(1) Saksi dan/atau korban berhak meminta kepada hakim ketua
sidang untuk memberikan keterangan di depan sidang
pengadilan tanpa kehadiran terdakwa.
(2) Dalam hal saksi dan/atau korban akan memberikan
keterangan tanpa kehadiran terdakwa, hakim ketua sidang
memerintahkan terdakwa untuk keluar ruang sidang.
(3)  Pemeriksaan terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilanjutkan setelah kepada terdakwa diberitahukan
semua keterangan yang diberikan saksi dan/atau korban
pada waktu terdakwa berada di luar ruang sidang pengadilan.
Pasal 38
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
terhadap saksi dan/atau korban anak dilakukan dengan
memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak
memakai toga atau pakaian dinas.
Pasal 39
(1) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa
saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang
tertutup.
(2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali,
orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
(3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa
kehadiran terdakwa.
Pasal 40 ...
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Pasal 40
(1) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas
persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan
dengan perekaman.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
di hadapan pejabat yang berwenang.
Pasal 41
(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut,
tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka
perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran
terdakwa.
(2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum
putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan
segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam
sidang sebelumnya dianggap sebagai alat bukti yang diberikan
dengan kehadiran terdakwa.
Pasal 42
Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan
oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan,
kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada keluarga
atau kuasanya.
BAB V
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Pasal 43
Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam
perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam
Undang-Undang ini.
Pasal 44 ...
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Pasal 44
(1) Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang
berhak memperoleh kerahasiaan identitas.
(2)  Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga
kepada keluarga saksi dan/atau korban sampai dengan
derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau korban
mendapat ancaman baik fisik maupun psikis dari orang lain
yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau korban.
Pasal 45
(1)  Untuk melindungi saksi dan/atau korban, di setiap provinsi
dan kabupaten/kota wajib dibentuk ruang pelayanan khusus
pada kantor kepolisian setempat guna melakukan
pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau
korban tindak pidana perdagangan orang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ruang
pelayanan khusus dan tata cara pemeriksaan saksi
dan/atau korban diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
Pasal 46
(1) Untuk melindungi saksi dan/atau korban, pada setiap
kabupaten/kota dapat dibentuk pusat pelayanan terpadu
bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan
orang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme
pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 47
Dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya
mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau
hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan
perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses
pemeriksaan perkara.
Pasal 48 ...
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Pasal 48
(1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli
warisnya berhak memperoleh restitusi.
(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti
kerugian atas:
a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
b. penderitaan;
c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau
psikologis; dan/atau
d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat
perdagangan orang.
(3)  Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam
amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana
perdagangan orang.
(4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat
pertama.
(5)  Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara
diputus.
(6)  Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari
terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
(7)  Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat
banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam
putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan
kepada yang bersangkutan.
Pasal 49
(1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua
pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda
bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.
(2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan
pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang
bersangkutan.
(3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.
Pasal 50 ...
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Pasal 50
(1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak
korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau
ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada
pengadilan.
(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan
surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi,
untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi
kepada korban atau ahli warisnya.
(3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari,
pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita
harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk
pembayaran restitusi.
(4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku
dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu)
tahun.
Pasal 51
(1)  Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi
sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah
apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik
maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
(2)  Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh
korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian,
relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban
melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain
melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3)  Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan
kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang
menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.
Pasal 52
(1) Menteri atau instansi yang menangani rehabilitasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib
memberikan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial,
pemulangan, dan reintegrasi sosial paling lambat 7 (tujuh)
hari terhitung sejak diajukan permohonan.
(2) Untuk ...
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(2) Untuk penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan,
rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan
Pemerintah Daerah wajib membentuk rumah perlindungan
sosial atau pusat trauma.
(3) Untuk penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan
sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan
sosial atau pusat trauma.
Pasal 53
Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang
membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang
sehingga memerlukan pertolongan segera, maka menteri atau
instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial
di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7
(tujuh) hari setelah permohonan diajukan.
Pasal 54
(1) Dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan
perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan
orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui
perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi
dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk
memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara.
(2) Dalam hal korban adalah warga negara asing yang berada di
Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia
mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara
asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di
Indonesia.
(3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan
internasional.
Pasal 55 ...
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Pasal 55
Saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, selain
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini juga berhak
mendapatkan hak dan perlindungan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan lain.
BAB VI
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
Pasal 56
Pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan
mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan
orang.
Pasal 57
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga
wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
(2)   Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan,
program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk
melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah
perdagangan orang.
Pasal 58
(1) Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana
perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan
penanganan tindak pidana perdagangan orang.
(2) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-
langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah
membentuk gugus tugas  yang beranggotakan wakil-wakil dari
pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga
swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/
akademisi.
(3) Pemerintah ...
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(3) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang
beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak
hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya
masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
(4) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan
tindak pidana perdagangan orang;
b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja
sama;
c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan
korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi
sosial;
d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
serta
e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
(5)  Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat
setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan
Presiden.
(6) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-
langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang
diperlukan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan
organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja
gugus tugas pusat dan daerah diatur dengan Peraturan
Presiden.
BAB VII
KERJA  SAMA  INTERNASIONAL  DAN
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Kerja Sama Internasional
Pasal 59
(1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah
Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama
internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun
multilateral.
(2) Kerja sama ...
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(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik
dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat
Pasal 60
(1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan
penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau
melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada
penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta
dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.
Pasal 61
Untuk tujuan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana
perdagangan orang, Pemerintah wajib membuka akses seluas-
luasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun
internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku.
Pasal 62
Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 dan Pasal 61, masyarakat berhak untuk memperoleh
perlindungan hukum.
Pasal 63
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
dan Pasal 61 dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VIII ...
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkara tindak pidana
perdagangan orang yang masih dalam proses penyelesaian di
tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang
pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang
mengaturnya.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65
Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka Pasal 297 dan Pasal
324 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia lI Nomor 9) jo
Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan
Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang
Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik
Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)
yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan
terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3850) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 66
Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang
ini harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan
setelah Undang-Undang ini berlaku.
Pasal 67
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal  19 April  2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
             ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 April  2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
                 REPUBLIK INDONESIA,
        ttd.
                     HAMID AWALUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR  58
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  21 TAHUN  2007
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
I. UMUM
Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia.
Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk
dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.
Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai
negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang
lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat
internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB).
Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok
yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.
Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk
eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain,
misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik
serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang
melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau
penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau
memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala
bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau
memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari
orang yang memegang kendali atas korban.
Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan
paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa
atau pelayanan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara,
rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia
tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi
tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis.
Perbudakan ...
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Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain.
Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam
kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu
pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu
kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.
Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak,
telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun
tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan
tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara
yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku
tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya
antarwilayah dalam negeri tetapi juga antarnegara.
Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya
telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297
KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-
laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai
kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau
menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun, ketentuan
KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan
pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Di samping itu,
Pasal 297 KUHP memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan
dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang.
Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana
perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materiil
dan formil sekaligus. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini
mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau
semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan
orang, baik yang dilakukan antarwilayah dalam negeri maupun secara
antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.
Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai
aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk
memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu,
Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap
penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam
bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana
perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga
hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi
yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami
penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan
orang.
Pencegahan ...
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Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang
merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat,
dan keluarga. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan
terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu
dibentuk gugus tugas. Tindak pidana perdagangan orang merupakan
kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara melainkan juga
antarnegara. Oleh karena itu, perlu dikembangkan kerja sama internasional
dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana
dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Penyusunan Undang-Undang ini juga merupakan perwujudan
komitmen Indonesia untuk melaksanakan Protokol PBB tahun 2000 tentang
Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan
Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) yang telah
ditandatangani Pemerintah Indonesia.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini, kata “untuk tujuan” sebelum frasa
“mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana
perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak
pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur
perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan
akibat.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 3
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa wilayah negara Republik Indonesia
adalah sebagai negara tujuan atau transit.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6 ...
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Pasal 6
Yang dimaksud dengan frasa “pengiriman anak ke dalam negeri” dalam
ketentuan ini adalah pengiriman anak antardaerah dalam wilayah negara
Republik Indonesia.
Pasal 7
 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “luka berat” dalam ketentuan ini  adalah:
a.  jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan
akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
b.  tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan
atau pekerjaan pencaharian;
c.  kehilangan salah satu pancaindera;
d.  mendapat cacat berat;
e.  menderita sakit lumpuh;
f.  mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-
kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu)
tahun tidak berturut-turut; atau
g.  gugur atau matinya janin dalam kandungan seorang perempuan
atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” dalam ketentuan ini
adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia,
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan,
penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan
kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana
perdagangan orang.
Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaan” dalam
ketentuan ini adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya
secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau
menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 9 ...
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Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
 Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pencabutan izin usaha, perampasan
kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum,
pemecatan pengurus, dan/atau pelarangan pengurus tersebut
mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama” dalam
ketentuan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 16
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kelompok yang
terorganisasi” adalah kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga)
orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak
dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur
dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan
materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18 ...
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Pasal 18
Yang dimaksud dengan “dipaksa” dalam ketentuan ini adalah suatu
keadaan di mana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu
sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan
dengan kehendak sendiri.
Pasal 19
Yang dimaksud dengan “dokumen  negara” dalam ketentuan ini meliputi
tetapi tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartu
keluarga, akte kelahiran, dan surat nikah.
Yang dimaksud dengan “dokumen  lain” dalam ketentuan ini meliputi
tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat
permintaan tenaga kerja Indonesia, asuransi, dan dokumen yang  terkait.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “petugas di persidangan” adalah hakim,
penuntut umum, panitera, pendamping korban, advokat, polisi, yang
sedang bertugas dalam persidangan tindak pidana perdagangan orang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
 Ayat (3)
Cukup  jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ketentuan ini berlaku juga bagi pemberitahuan identitas korban atau
saksi kepada media massa.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27 ...
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Pasal 27
Dalam ketentuan ini, korban tetap memiliki hak tagih atas utang atau
perjanjian jika pelaku memiliki kewajiban atas utang atau perjanjian
lainnya terhadap korban.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Yang dimaksud dengan “data, rekaman, atau informasi yang dapat
dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau
tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda
fisik apa pun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik” dalam
ketentuan ini misalnya: data yang tersimpan di komputer, telepon, atau
peralatan elektronik lainnya, atau catatan lainnya seperti:
a. catatan rekening bank, catatan usaha, catatan keuangan, catatan
kredit atau utang, atau catatan transaksi yang terkait dengan
seseorang atau korporasi yang diduga terlibat di dalam perkara
tindak pidana perdagangan orang;
b. catatan pergerakan, perjalanan, atau komunikasi oleh seseorang
atau organisasi yang diduga terlibat di dalam tindak pidana menurut
Undang-Undang ini; atau
c. dokumen, pernyataan tersumpah atau bukti-bukti lainnya yang
didapat dari negara asing, yang mana Indonesia memiliki kerja sama
dengan pihak-pihak berwenang negara tersebut sesuai dengan
ketentuan dalam undang-undang yang berkaitan dengan bantuan
hukum timbal balik dalam masalah pidana.
Pasal 30
 Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Yang dimaksud dengan “penyedia jasa keuangan” antara lain, bank,
perusahaan efek, reksa dana, kustodian, dan pedagang valuta asing.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35 ...
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Pasal 35
Yang dimaksud dengan “pendamping lainnya” antara lain psikolog,
psikiater, ahli kesehatan, rohaniwan, dan anggota keluarga.
Pasal 36
 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “korban berhak mendapatkan informasi
tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya” dalam
ketentuan ini adalah korban yang menjadi saksi dalam proses
peradilan tindak pidana perdagangan orang.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “informasi tentang perkembangan kasus
setiap tahap pemeriksaan” dalam ketentuan ini antara lain, berupa
salinan berita acara pemeriksaan atau resume hasil pemeriksaan
pada tingkat penyidikan, dakwaan dan tuntutan, serta putusan
pengadilan.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Ayat (1)
Yang dimaksud “perekaman“ dalam ayat ini dapat dilakukan
dengan alat rekam audio, dan/atau audio visual.
Ayat (2)
              Yang dimaksud “pejabat yang berwenang“ adalah penyidik atau
penuntut umum.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Ketentuan ini dimaksudkan untuk:
a. memungkinkan bahwa terdakwa yang melarikan diri mengetahui
putusan tersebut; atau
b. memberikan ...
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b. memberikan tambahan hukuman kepada terdakwa berupa
“pencideraan nama baiknya” atas perilaku terdakwa yang tidak
kooperatif dengan proses hukum.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)
Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan
sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik
bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan.
Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya
untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum
menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak
pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan.
Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan
sendiri gugatan atas kerugiannya.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kerugian lain” dalam ketentuan ini
misalnya:
a. kehilangan harta milik;
b. biaya transportasi dasar;
c. biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan
proses hukum; atau
d. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5) ...
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Ayat (5)
Dalam ketentuan ini, penitipan restitusi dalam bentuk uang di
pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.  Ketentuan ini disamakan dengan proses penanganan
perkara perdata dalam konsinyasi.
Ayat (6)
Restitusi dalam ketentuan ini merupakan pembayaran riil (faktual)
dari jumlah restitusi yang diputus yang sebelumnya dititipkan pada
pengadilan tingkat pertama.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi kesehatan” dalam ketentuan ini
adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis.
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” dalam ketentuan ini
adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental sosial dan
pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan
perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam
masyarakat.
Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” dalam ketentuan ini
adalah penyatuan kembali korban tindak pidana perdagangan orang
kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat
memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
Hak atas “pemulangan” harus dilakukan dengan memberi jaminan
bahwa korban benar-benar menginginkan pulang, dan tidak beresiko
bahaya yang lebih besar bagi korban tersebut.
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini permohonan rehabilitasi dapat dimintakan oleh
korban atau kuasa hukumnya dengan melampirkan bukti laporan
kasusnya kepada kepolisian.
Ayat (3) ...
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Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pemerintah” dalam ketentuan ini adalah
instansi yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan, dan/atau
penanggulangan masalah-masalah sosial, dan dapat dilaksanakan
secara bersama-sama antara penyelenggara kewenangan tingkat
pusat, provinsi, dan kabupaten/kota khususnya dari mana korban
berasal atau bertempat tinggal.
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam ketentuan ini, pembentukan rumah perlindungan sosial atau
pusat trauma dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing
daerah, dengan memperhatikan asas prioritas. Dalam hal daerah
telah mempunyai rumah perlindungan sosial atau pusat trauma,
maka pemanfaatan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma
perlu dioptimalkan sesuai dengan Undang-Undang ini.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perwakilannya di luar negeri” dalam
ketentuan ini adalah kedutaan besar, konsulat jenderal, kantor
penghubung, kantor dagang atau semua kantor diplomatik atau
kekonsuleran lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan
menjalankan mandat Pemerintah Republik Indonesia untuk
melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia
yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 55
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan lain” dalam
ketentuan ini mengacu pula pada undang-undang yang mengatur
perlindungan saksi dan/atau korban.
Pasal 56 ...
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Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Pemerintah” dalam ketentuan ini adalah
instansi yang menjalankan urusan antara lain, di bidang pendidikan,
pemberdayaan perempuan, dan ketenagakerjaan, hukum dan hak
asasi manusia, komunikasi dan informasi.
Yang dimaksud dengan “Pemerintah Daerah” dalam ketentuan ini
meliputi provinsi dan kabupaten/kota.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penanganan” meliputi antara lain, kegiatan
pemantauan, penguatan, dan peningkatan kemampuan penegak
hukum dan para pemangku kepentingan lain.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Pemerintah Republik Indonesia” dalam
ketentuan ini adalah pejabat yang oleh Presiden diberikan kewenangan
penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar
negeri Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “bantuan timbal balik dalam masalah pidana”
dalam ketentuan ini misalnya:
a. pengambilan alat/barang bukti dan untuk mendapatkan pernyataan
dari orang;
b. pemberian dokumen resmi dan catatan hukum lain yang terkait;
c. pengidentifikasian orang dan lokasi;
d. pelaksanaan permintaan untuk penyelidikan dan penyitaan dan
pemindahan barang bukti berupa dokumen dan barang;
e. upaya pemindahan hasil kejahatan;
f. upaya persetujuan dari orang yang bersedia memberikan kesaksian
atau membantu penyidikan oleh pihak peminta dan jika orang itu
berada dalam tahanan mengatur pemindahan sementara ke pihak
peminta;
g. penyampaian dokumen;
h. penilaian ahli dan pemberitahuan hasil dari proses acara pidana;
dan
i. bantuan ...
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i. bantuan lain sesuai dengan tujuan bantuan timbal balik dalam
masalah pidana.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” dalam ketentuan ini dapat
berupa perlindungan atas:
a. keamanan pribadi;
b. kerahasiaan identitas diri; atau
c. penuntutan hukum sebagai akibat melaporkan secara bertanggung
jawab tindak pidana perdagangan orang.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
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